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ABSTRAK 
Dian Sukma Nasira (E211 12 271), Analisis Sistem Pelayanan Yang 
Berorientasi Pada Pelanggan: Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (BPPTSPM) Luwu Utara. 
Dibimbing Oleh Prof. Dr. Alwi, M.Si dan Dr. Hj. Gita Susanti, M.Si 
 
Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah 
adalah pelayanan perizinan. Rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia 
mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan publik. 
Begitupun dengan pelayanan perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang 
berbelit – belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak 
adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. 
Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 24 Tahun 
2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk membentuk unit pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu. Salah satunya adalah Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (BPPTSPM) Luwu Utara. 
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem 
pelayanan yang berorientasi pelanggan pada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (BPPTSPM) Luwu Utara. Penelitian 
ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelayanan yang berorientasi 
pelanggan pada BPPTSPM Luwu Utara mulai membaik, meskipun masih 
terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Berdasarkan model COSES yang 
dikemukakan oleh Chen dan kawan – kawan terdapat beberapa hal yang perlu 
diperhatikan seperti identifikasi pelanggan yang perlu dimaksimalkan, sarana 
yang kurang memadai, e-service dan sistem insentif kariawan serta perlunya 
perhatian lebih terhadap service recovery.  
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 Dian Sukma Nasira (E211 12 271), Analysis of Customer Oriented 
Service System : A Study on the Integrated Licensing Services Agency One Stop 
And Investment (BPPTSPM) Luwu Utara. Guided by Prof. Dr. Alwi, M.Si and Dr. 
Hj. Gita Susanti, M.Si 
 One form of public service implemented by government is licensing 
services. The low quality of services in Indonesia prompted the government to 
make improvements in public services. Likewise with the licensing service that is 
imaged as a convoluted service, difficult to access, has a very complicated 
procedure and there is no certainty the time and cost of services needed 
openness. The Government through the Ministry of Home Affairs (Regulation) 
No. 24 of 2006 on Guidelines for the Implementation of One Stop Services 
requires every local government to form a unit integrated one-stop licensing 
service. One is the Integrated Licensing Service Agency One Stop And 
Investment (BPPTSPM) Luwu Utara. 
 In general, this study aims to analyze the customer-oriented service 
system to the Integrated Licensing Service Agency One Stop And Investment 
(BPPTSPM) Luwu Utara. This study used a qualitative descriptive approach 
 The results showed that customer-oriented service system in Licensing 
Service Agency One Stop And Investment (BPPTSPM) Luwu Utara began to 
improve, although there still are shortcomings that must be rectified. Based on 
the COSES model proposed by chen et al,  there are some things to consider 
such as customer identification which need to be maximized, inadequate 
facilities, e-service and employee incentive system as well as the need for more 
attention to service recovery. 
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I.1  Latar Belakang  
Pelaksanaan desentralisasi melalui otonomi daerah sesuai dengan 
Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah  pada 
hakikatnya adalah sebuah upaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. 
Dengan otonomi daerah diharapkan pelayanan publik dapat berlangsung secara 
lebih efisien dan efektif. Efisien dalam arti masyarakat tidak perlu membuang 
waktu dan biaya terlalu banyak untuk mengurus hal-hal yang diperlukan ke 
pusat, karena pemerintah daerah telah diberi wewenang mengurus urusannya. 
Efektif dalam arti masyarakat mendapat pelayanan yang berkualitas. 
Otonomi daerah yang berlaku saat ini diharapkan dapat meningkatkan 
pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik. Hal ini perlu 
dilakukan untuk pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara 
menyeluruh. Idealnya dengan otonomi daerah, kualitas pelayanan publik akan 
semakin baik, karena regulasi dan kebijakan terhadap pelayanan berada 
ditangan pemerintah daerah. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa kondisi 
penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih belum memadai, karena masih 
banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung 
maupun melalui media massa, seperti prosedur yang berbelit – belit, tidak ada 
kepastian jangka waktu penyelesaian, tidak jelas berapa biaya yang harus 
dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang 
responsive dan lain – lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik 
terhadap citra pemerintah dan pemerintah daerah.  
2 
 
Menurut Ismail Mohammad dalam Hardiyansyah (2011:86), permasalahan 
utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan 
kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung 
pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), 
dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Dilihat dari sisi pola 
penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan 
antara lain: kurang responsive, kurang informative, kurang accessible, kurang 
koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi 
masyarakat, dan in-efesiensi. Berbagai pandangan juga setuju bahwa salah satu 
dari unsur yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang 
tepat. Dilihat dari sisi kelembagaan, kelemahan utama terletak pada desain 
organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan 
kepada masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi 
berbelit – belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi.  
Berdasarkan analisis data dari media massa dan observasi diketahui 
bahwa hal yang paling esensial dalam peningkatan kualitas pelayanan adalah 
adanya kesetaraan hubungan antara masyarakat pengguna jasa dengan aparat 
yang bertugas memberikan jasa pelayanan. Pelayanan publik hanya akan 
menjadi baik atau berkualitas apabila masyarakat yang mengurus sesuatu jenis 
pelayanan tertentu mempunyai posisi tawar yang sebanding dengan posisi tawar 
petugas pemberi pelayanan. (Ratminto:2014:36). 
Penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup tiga aspek yakni, 
pelayanan barang, jasa, dan administrasi merupakan kewajiban pemerintah 
dalam penyelenggaraannya. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan 
upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga 
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Negara atas barang jasa dan pelayanan administrasi yang di sediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. (Surijadi dalam Jurnal Administrasi Publik dan 
Birokras, 2012: 7), mengatakan meskipun upaya tersebut telah dilakukan oleh 
pemerintah, namun realitas pelayanan publik belum juga menunjukkan 
perubahan yang signifikan. Banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat 
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik sangat rendah. Pengaduan dan 
keluhan tentang prosedur pelayanan yang berbelit, tidak adanya kepastian dan 
jangka waktu penyelesaian, biaya yang sangat mahal, persyaratan yang tidak 
transparan, sikap petugas pelayanan yang kurang responsif sering ditemui dan 
hampir merata dalam semua bidang pelayanan pemerintah saat ini. 
Wujud pelayanan administrasi adalah layanan berbagai perizinan, baik 
yang bersifat perizinan dan non perizinan. Perizinan merupakan salah satu aspek 
yang penting dalam pelayanan publik. Demikian juga pelayanan perizinan yang 
terkait dengan kegiatan usaha. Pemerintah daerah sebagai penyedia layanan 
publik senantiasa dituntut kemampuannya meningkatkan kualitas layanan 
termasuk pelayanan perizinan.  
Rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia saat ini mendorong 
pemerintah untuk segera memperbaiki kualitas pelayanan, pun pelayanan 
perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit – belit, sulit diakses 
memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan 
keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan. Melihat kenyataan di masyarakat 
yang menuntut adanya perbaikan dalam pelayanan publik, maka pemerintah me-
lalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mewajibkan 
setiap pemerintah daerah untuk membentuk unit pelayanan perizinan terpadu 
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satu pintu. Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan di daerah 
diharapakan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan 
pelayanan publik yang terbuka, efisien, ketepatan waktu dan merata dalam 
pelayanan.  
Beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan PTSP ini, salah satu 
diantaranya adalah Kabupaten Luwu Utara. Penerapan PTSP di daerah 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Salah satu contoh 
penelitian pelayanan terpadu satu pintu sebagai upaya peningkatan pelayanan 
perizinan yang dilakukan oleh achmad Nur Haidar,dkk pada kantor pelayanan 
perizinan kota Kediri. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu “dapat disimpulkan 
bahwa KPP Kota Kediri dalam meningkatkan pelayanan perizinan melalui 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara keseluruhan sudah cukup baik 
dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat”. Meskipun 
demikian, masih terdapat faktor penghambat dalam penerapannya yaitu 
lambannya tim dari KPP melakukan koordinasi dengan SKPD yang termasuk 
dalam tim lapangan, masih kurangnya minat masyarakat dalam mengurus 
perizinan, kurangnya sosialisasi dari KPP dan kurang kritisnya masyarakat 
terhadap kebijkan yang tidak sesuai ( Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, 
No.2, hal. 132-138 | 137). 
 Tidak semua daerah yang menerapkan PTSP ini dapat berjalan dengan 
lancar sesuai yang diharapkan. Studi tentang pelayanan perizinan yang pernah 
dilakukan oleh Silalahi (2011) menemukan bahwa pelayanan publik bidang 
perizinan di kota Bandung kurang baik. Hal tersebut menimbulkan dampak 
rendahnya kepercayaan pelaku usaha terhadap birokrat pemberi layanan izin 
usaha. Beberapa jenis izin usaha seperti IMB, Izin HO ternyata waktu 
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penyelesaiannya tidak sesuai dengan SOP yakni 12 hari, tetapi melebihi batas 
waktu. Dimensi yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan publik 
tersebut terdiri dari dimensi integritas, kompetensi, konsistensi, dan loyalitas 
birokrasi pemerintah dalam memberikan layanan izin usaha(Jurnal Ilmu 
Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 4, Januari 2014). Dua penelitian di atas 
menggambarkan bahwa penerapan PTSP di beberapa daerah masih memiliki 
berbagai macam hambatan.  
Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara menyadari bahwa pemberian 
pelayanan yang optimal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemerintah 
daerah Luwu Utara menunjukan komitmen mengenai upaya reformasi dalam 
bidang perizinan dan pelayanan umum yaitu dengan dibentuknya badan 
pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal (BPPTSPM). 
(http://luwuraya.com) Pembentukan BPPTSPM berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri  Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lahirnya BPPTSPM di Luwu Utara berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal. Sebelumnya pelayanan perizinan di Kabupaten Luwu Utara 
dilayani oleh banyak SKPD teknis sehingga membuat masyarakat enggan untuk 
mengurus perizinan karena kerumitan prosedur, ketidakjelasan waktu, biaya, dan 
cara pelayanan, pungutan liar, percaloan, dan tindak diskriminatif. Oleh karena 
itu, pengurusan perizinan disatupintukan melalui BPPTSPM yang mulai 
beroperasi pada tahun 2013. Melalui BPPTSPM ini diharapkan pemerintah dapat 
mengatasi keluhan masyarakat mengenai pelayanan perizinan yang berbelit – 
belit serta untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi  dalam penyelenggaraan 
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pelayanan perizinan dan penanaman modal sehingga dapat memberikan 
kepuasan kepada masyarakat.  
Realitanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal di Kabupaten Luwu Utara terindikasi dihiasi sejumlah 
masalah. Berdasarkan hasil observasi awal penulis  permasalahan yang dihadapi 
oleh BPPTSPM seperti sarana dan prasarana layanan yang belum memadai, 
belum maksimalnya pemanfataan teknologi, informasi dan komunikasi sebagai 
akses pelayanan bagi masyarakat. Hal ini didukung oleh pernyataan oleh Kepala 
Bidang (Kabid) Perizinan dan Non Perizinan BPPTSPM Luwu Utara Syahruddin 
bahwa “ masalah utama di kantor BPPTSPM Lutra yakni terkait keterbatasan 
sarana dan prasarana” (http://luwuraya.com) sedangkan jumlah izin yang telah 
diterbitkan pada periode 01 januari-14 desember 2015 sebanyak 4478 izin. Hal 
ini menandakan bahwa banyaknya masyarakat yang mengurus perizinan dan 
non perizinan menuntut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan 
transparan sehingga sarana dan prasarana sangat mendukung untuk mencapai 
tujuan tersebut. Oleh karena itu, BPPTSPM diharapkan mampu untuk 
mendengar keluhan dan tuntutan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
pelayanannya. 
Berdasarkan pemaparan di atas, yang kemudian menjadi dasar penulis 
untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pelayanan yang ada pada 
BPPTSPM dengan judul “Analisis Sistem Pelayanan yang Berorientasi Pada 
Pelanggan : Studi  Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal (BPPTSPM) Luwu Utara”, khususnya pelayanan surat Izin 
usaha perdagangan (SIUP). Penelitian ini menggunakan model COSES 
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(Customer Oriented Service – Enhancement System) dengan dimensi desain 
sistem pelayanan berientasi pelanggan dan manajemen  yang dikembangakan 
oleh Chen dan rekan – rekannya (2004), pada dimensi ini diajukan 
pembangunan lima tahap berurutan  dari sistem manajemen pelayanan 
berorientasi pelanggan yang terdiri dari : 1. Identifikasi pelanggan, 2. Survey 
kebutuhan pelanggan, 3. Desain system layanan, 4. Pemberian layanan, 5. 
Pemulihan layanan. ( CORE: A Study of Customer-Oriented Service System in 
the Public Sector, pp 492-502) 
Penulis memilih pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) karena 
dari 48 jenis perizinan yang ada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSPM) Luwu Utara, jumlah masyarakat yang 
mengurus SIUP salah satu yang terbanyak yaitu sebanyak 793 izin periode 01 
Januari 2015 s.d 14 Desember 2015. (sumber data dari BPPTSPM Luwu Utara).  
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelayanan pada 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal 
(BPPTSPM) Luwu Utara.  
I.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 
dan menjelaskan sistem pelayanan yang berorientasi pada pelanggan pada 
BPPTSPM yang meliputi : customer identification, customer-need survey, Service 





I.4 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan 
yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain: 
1. Manfaat akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat 
bagi akademisi/pihak-pihak yang berkompoten dalam pencarian informasi 
atau sebagai referensi mengenai kualitas pelayanan pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSPM) Luwu 
Utara.  
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini akan 
memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu 
pemerintah Kabupaten Luwu Utara khususnya Kepala Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu PIntu dan Penanaman Modal (BPPTSPM) dan para 
pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada Badan Pelayanan 
















II.1 Konsep pelayanan publik 
II.1.1 Pengertian pelayanan publik  
Ada berbagai macam defenisi pelayanan. Defenisi yang sangat simple 
diberikan oleh Ivancevich, Lorenzi, Skinner, dan Crosby ( Ratminto:2013:2) : “ 
Pelayanan adalah produk – produk yang tidak kasat mata ( tidak dapat diraba) 
yang melibatkan usaha – usaha manusia dan menggunakan peralatan”. Ini 
adalah defenisi yang paling simple.  
Menurut Gronros dalam mendefinisikan pelayanan sebagai berikut :  
“pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terhadi sebagai akibat adanya 
interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal – hal yang 
disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksud untuk 
memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.” 
Pengertian pelayanan (service) menurut American Marketing Association 
yang dikutip oleh Donal (1948:22) dalam Hardiyansyah (2011:10) bahwa 
pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang 
ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakekatnya tidak 
berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya 
juga mungkin tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Sedangkan menurut 
Lovelock dalam Hardiyansyah (2011:10) “service produk yang tidak berwujud, 
berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami.” Artinya service merupakan 
produk yang tidak ada wujud dan bentuknya sehingga tidak tahan lama, tetapi 
dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan.  
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Pelayanan publik (public service) adalah suatu pelayanan atau pemberian 
terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas – fasilitas umum, baik 
jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini suatu 
pemerintah. Dalam pemerintahan pihak yang memberikan pelayanan adalah 
aparatur pemerintah beserta segenap kelengkapan kelembagaannya (Ahmad, 
2010:3) 
Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut : pelayanan publik adalah 
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga 
Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  
SK MenPan Nomor 81 Tahun 1993 mendefiniskan pelayanan umum 
adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah dan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa baik alam upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun ketentuan peraturan perundang - 
undangan. (Dwiyanto, 2011:136) 
Pengertian pelayanan publik menurut Sinambella (2006:5) adalah 
“pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. 
Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini 
pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi 
berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya 
kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain – lain. 
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Pelayanan umum menurut Ibrahim (2008:14) “adalah segala bentuk 
kegiatan pelayanan kepada umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di 
Pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah 
(BUMN/BUMD) dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang – undangan. Didalamnya termasuk 
tatalaksananya, tatakerjanya, prosedur kerjanya, sistem kerjanya, wewenangnya, 
biayanya, pemberi pelayanan, dan penerima pelayanan tersebut “ 
Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Pelayanan Publik, 
63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik, pengelompokan pelayanan publik secara garis besar adalah sebagai 
berikut : 
 Pelayanan administratif : yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik atau masyarakat 
misalnya status kewarganegaraan, kepemilikan atau penguasaan 
terhadap suatu barang 
 Pelayanan barang : yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk barang yang dibutuhkan oleh masyarakat misalnya jaringan 
listrik, telepon dan sebagainya. 
 Pelayanan jasa : yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 
jasa yang dibuthkan masyarakat misalnya pendidikan, kesehatan, jasa 
angkutan dan sejenisnya. 
II.1.2  Unsur – unsur pelayanan publik  
Ciri – ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur – unsur 
sebagai berikut (Kasmir, 2006:34): 
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a. Tersedianya kariawan yang baik 
b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 
c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal 
hingga akhir 
d. Mampu melayani secara cepat dan tepat 
e. Mampu berkomunikasi 
f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi  
g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 
h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan) 
i. Mampu memberikan kepercayaan kepaa nasabah (pelanggan). 
Menurut paparan Kajian Pustaka.com (2013) terdapat unsur penting alam 
proses pelayanan publik berdasarkan Bharata, 2014:11, yaitu : 
a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan 
tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan alam bentuk 
penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa – jasa 
(service); 
b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen 
(customer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari 
penyedia layanan; 
c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia 
kepada pihak yang membutuhkan layanan; 
d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan 
harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan 
pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan 
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yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat 
dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati.  
II.1.3  Asas – asas dan prinsip pelayanan publik  
Menurut UU No.25 Tahun 2009 Pasal 4 bahwa penyelenggaraan 
pelayanan publik berasaskan :  
a. Kepentingan umum  
b. Kepastian hukum  
c. Kesamaan hak  
d. Keseimbangan hak dan kewajiban 
e. Keprofesionalan 
f. Partisipatif 
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 
h. Keterbukaan 
i. Akuntabilitas 
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 
k. Rentan 
l. Ketepatan waktu, dan 
Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah 
dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu (Ratminto, 2006:246): 
1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan 
untuk instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati 
dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan. 
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, 
dengan demikian konsep one stop shop benar – benar diterapkan. 
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3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain 
sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat 
pengguna jasa pelayanan. 
4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus 
pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar 
– benar diperlukan. 
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani 
masyarakat pengguna jasa pelayanan harus irumuskan sejelas 
mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.  
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal 
mungkin dan setransparan mungkin. 
7. Kepastian judul dan durasi pelayanan. Jadwal dan urasi pelayanan 
juga harus pasti , sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas 
dan tidak resah.  
8. Minimalisasi formulir. Formulir – formulir harus dirancang secara 
efisien, sehingga akan dihasilkan formulir kompusit (satu formulir yang 
dapat dipakai untuk berbagai keperluan). 
9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu 
seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin 
harus ditetapkan selama mungkin.  
10. Kejelasan hak dan kewajiban providers maupun bagi customer. Hak – 
hak dan kewajiban – kewajiban baik bagi providers maupun bagi 
customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan 
sanksi serta ketentuan ganti rugi. 
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11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat 
mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika 
muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat 
memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif 
sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan 
baik.  
Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memperhatikan prinsip – 
prinsip penyelenggaraan pelayanan publik (Surjadi:2009:65): 
1. Kesederhanaan : prosedur pelayanan publik tiak berbelit – belit, mudah 
dipahami, dan mudah dilaksanakan. 
2. Kejelasan: 
a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik 
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/  
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
c. Rincian biaya  pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
3. Kepastian dan tepat waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
4. Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar , tepat, dan sah. 
5. Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 
gender, dan status ekonomi. 
6. Bertanggung jawab: pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 
pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan 




7. Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianya sarana dan prasarana 
kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. 
8. Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 
teknologi komunikasi dan informasi 
9. Kejujuran: cukup jelas 
10. Kecermatan : hati –hati, teliti, telaten. 
11. Kedisiplinan, keSopanan, dan keramahan: aparat penyelenggara 
pelayanan harus disiplin, Sopan, ramah, dan memberikan pelayanan 
denganikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak – 
haknya. 
12. Keamanan dan kenyamanan : proses dan produk pelayanan publik dapat 
memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum. 
Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 (Ratminto, 2013:22) menyatakan bahwa 
penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai 
berikut : 
a. Kesederhanaan 
 Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
mudah dilaksanakan. 
b. Kejelasan 
 Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal : 
1. Persyaratan teknis dan aministratif pelayanan publik. 
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2. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/ 
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
c. Kepastian waktu 
 Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu 
yang telah ditentukan. 
d. Akurasi 
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 
e. Keamanan 
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 
kepastian hukum. 
f. Tanggung jawab 
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana 
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 
telekomunikasi dan informatika (telematika). 
h. Kemudahan akses 
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informatika. 
i. Kedisplinan, kesopanan dan keramahan 
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Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, Sopan dan santun, ramah, 
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
j. Kenyamanan 
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang 
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi 
dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat 
ibadah dan lain-lain. 
II.1.4 Standar Pelayanan Publik 
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi pengguna 
jasa layanan, sehingga pihak pengguna jasa layanan mendapatkan pelayanan 
yang sama dan objektif dari organisasi pemberi jasa layanan.  
Menurut Terry (1977) standar merupakan suatu hal yang diterapkan untuk 
menjadi ukuran atau acuan dalam bertindak atau melaksanakan pekerjaan. 
Standar pelayanan publik sebagai ketetapan dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dan memberikan 
perlindungan atas hak-hak publik yang seharusnya diterima. 
Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penelitian kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Dalam setiap 
penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai 
ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun 
penerima pelayanan.  
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Pedoman penyusunan standar pelayanan publik didasarkan pada 
Peraturan Menpan Nomor 20 Tahun 2006. Komponen standar pelayanan publik 
menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 
Tahun 2006 sekurang-kurangnya meliputi: 
1. Jenis pelayanan, yaitu: pelayanan-pelayanan yang dihasilkan oleh unit 
penyelenggara pelayanan 
2. Dasar hukum pelayanan, yaitu: peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan 
3. Persyaratan pelayanan, yaitu: syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 
pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 
administratif 
4. Prosedur pelayanan, yaitu: tata cara pelayanan yang dibakukan bagi 
pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan 
5. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu: jangka waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 
pelayanan 
6. Biaya pelayanan, yaitu: besaran biaya/tarif pelayanan yang harus 
dibayarkan oleh penerima pelayanan 
7. Produk pelayanan, yaitu: hasil pelayanan yang akan diterima sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
8. Sarana dan prasarana, yaitu: fasilitas yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan termasuk fasilitas pelayanan bagi 
penyandang cacat 
9. Mekanisme penanganan pengaduan, yaitu: tata cara pelaksanaan 
penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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Standar pelayanan secara formal disusun oleh organisasi penyelenggara 
layanan. Namun demikian, pada prinsipnya penyusunan standar kualitas layanan 
publik harus mempertemukan kepentingan, referensi, dan preferensi kedua belah 
pihak yakni provider dan user. Standar tersebut idealnya disusun melalui proses 
riset dan dialog interaktif penyedia dan pengguna layanan. Seperti halnya yang 
beberapa waktu lalu digagas dan diwujudkan melalui citizen charter (atau kontrak 
layanan antara penyedia dan pengguna jasa layanan). 
II.2  Konsep Kualitas Pelayanan  
II.2.1  Pengertian Kualitas pelayanan  
 Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai 
dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari 
kualitas biasanya menggambarkan karakteristik dari suatu produk, seperti kinerja 
(performance), keandalan (reliability), mudah dalam penggunaan (easy of use), 
estetika (esthetics), dan sebagainya. Adapun dalam defenisi strategis dinyatakan 
bahwa definisi kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan 
atau kebutuhan pelanggan (meeting the needs of customers). (Sinambella, dkk: 
2014:6) 
Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang 
lebih strategis oleh Gaspersz dalam Sampara Lukman mengemukakan bahwa 
pada dasarnya mengacu pada pengertian pokok : (Sinambella,dkk:2014:7) 
1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 
langsung, maupun keistimewaan aktraktif yang memenuhi keinginan 
pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk.; 




Kualitas pelayanan menurut Evans dan Lindsay dalam Ibrahim (2008:22) 
melihat kualitas pelayanan itu dari berbagai segi, yakni dari segi pelanggan 
(masyarakat atau konsumen), dari sudut dasar produknya, dari sudut dasar 
pemakaiannya, dan dari sudut dasar nilainya. Dari sudut dasar pelanggan, 
tentulah kualitas pelayanan itu muaranya pada kepuasan, sesuatu yang sebaik 
mungkin memuaskan. Dari sudut dasar produknya, tentulah ada spesifikasi dari 
tiap pelayanannya, sedangkan dari dasar pemakaiannya bermakna tingkat 
kesesuaian dari keinginan pelanggan/konsumen/masyarakat.  Pada akhirnya, 
dari dasar nilai, maka kualitas pelayanan ini merupakan hubungan antara 
kegunaan/kepuasan dengan harga yang harus dikeluarkan pelanggan/ 
konsumen/masyarakat.  
Konsep kualitas bersifat relative, karena penilaian kualitas sangat 
ditentukan dari perspektif yang digunakan. Menurut Trilestari dalam 
Hardiyansyah (2011:35) “ Pada dasarnya terdapat tiga orientasi kualitas yang 
seharusnya konsisten antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu persepsi 
pelanggan, produk, dan proses”. Untuk produk jasa pelayanan, ketiga orientasi 
tersebut dapat menyumbangkan keberhasilan organisasi ditinjau dari kepuasan 
pelanggan. 
Pengertian kualitas lebih luas dikatakan oleh Daviddod & Uttal dalam 
Hardiyansyah (2011:35) yaitu “ merupakan usaha apa saja yang digunakan untuk 
mempertinggi kepuasan pelanggan”. Kotler dalam Hardiyansyah (2011:35) 
mengatakan bahwa “ Quality is the totality of features and characteristics of a 
product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs.” 
“kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan 
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yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 
dinyatakan atau tersirat.  
Dari Goetsch dan Davis dirumuskan bahwa kualitas pelayanan sebagai 
suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses 
dan lingkungannya yang memenuhi atau bahkan mungkin melebihi harapan. 
Kualitas pelayanan juga dapat diartikan sebagai suatu yang berhubungan 
dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan pelanggan (masyarakat), dimana 
pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan atau 
jasa sesuai dengan kebutuhan para pelanggan (masyarakat). (Ibrahim,2008:22).  
II.2.2  Indikator dan Dimensi kualitas pelayanan  
Kualitas pelayanan (jasa) dikelompokkan ke dalam 5 dimensi oleh 
Parasuraman, Berry dan Zethaml yaitu (Ratminto,2014:145) : 
a. Bukti Langsung (Tangible), yaitu : sebagai fasilitas yang dapat dilihat 
dan digunakan perusahaan dalam upaya memenuhi kepuasan 
pelanggan,seperti gedung kantor, peralatan kantor, penampilan 
karyawan dan lain lain. 
b. Kehandalan (Reliability), yaitu : kemampuan memberikan pelayanan 
kepada pelanggan sesuai dengan yang diharapkan, seperti 
kemampuan dalam menempati janji, kemampuan memecahkan 
masalah dan kemampuan untuk meminimumkan kesalahan. 
c. Daya Tanggap (Responsiveness), yaitu sebagai sikap tanggap, mau 
mendengarkan dan merespon pelanggan dalam upaya memuaskan 
pelanggan, misalnya : mampu memberikan informasi secara benar dan 
tepat, tidak menunjukan sikap sok sibuk dan mampu memberikan 
pertolongan dengan segera. 
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d. Jaminan (Assurance), yaitu kemampuan karyawan dalam 
menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan melalui 
pengetahuan,kesopanan serta menghargai perasaan pelanggan. 
e. Kepedulian/Empati (Emphaty), yaitu : kemampuan atau kesediaan 
karyawan memberikan perhatian yang bersifat pribadi, seperti bersikap 
ramah, memahami kebutuhan dan peduli kepada pelanggannya. 
 Untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas Chih-Tung Hsiao dkk 
(International Journal of Electronic Business Management, Vol. 6, No. 1 (2008)) 
melakukan studi pada kantor pajak dengan menggunakan model COSES 
(Customer-Oriented Service-Enhancement System). Studi ini meneliti bagaimana 
institusi pemerintahan memperluas ide yang berorientasi customer ke seluruh 
bagian organisasi melalui desain sistem dan manajemen dengan sebutan 
COSES model (Customer-Oriented Service-Enhancement System). Studi-studi 
yang telah dilakukan umumnya focus terhadap kepuasan kualitas pelayanan 
lembaga publik tertentu berdasarkan tuntutan masyarakat dan standar oprasional 
manajemen pelayanan, sementara studi ini memfokuskan perhatiannya pada 
interaksi penawaran (supply) dan desain strategi pelayanan. Model COSES yang 
digunakan dalam studi ini adalah sebuah sistem yang cocok untuk lembaga 
pemerintahan, mindset dan pendekatan pelayanan yang berorientasi customer. 
Studi ini menemukan bahwa pada lingkungan yang begitu kompetitive ini, sector 
publik tidak lagi merupakan organisasi tradisional dengan sistem hirarkis, 
organisasi harus focus terhadap customer seperti sector privat dan menerima 
inovasi yang berorientasi customer. 
Tren globalisasi membawa dampak pada pemerintahan, institusi publik, 
kepemimpinan, dan pelayanan publik yang lebih kompetitif. COSES mengkaji 
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bagaimana visi suatu organisasi masuk ke dalam ide yang berorientasi customer  
kemudian membawanya  ke seluruh bagian organisasi tersebut sebagai model 
dan selanjutnya mengembangkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan 
tuntutan pelanggan. Model ini adalah model sistem pelayanan dengan orientasi 
customer sebagai objek utama. Model ini pada dasarnya berasal dari mengamati 
model terbaik lembaga – lembaga publik Taiwan. Chen et al berpendapat bahwa 
model yang komprohensif harus menggunakan dua dimensi (CORE: A Study of 
Customer-Oriented Service System in the Public Sector, pp 492-502) yaitu : 1) 
Desain system pelayanan berorientasi pelanggan dan manajemen, 2) 
Pembinaan budaya organisasi. Pada dimensi pertama berurutan lima tahap 
manajemen system pelayanan berorientasi pelanggan terdiri dari : 1. Identifikasi 
pelanggan, 2. Survey kebutuhan pelanggan, 3. Desain system layanan, 4. 
Pemberian layanan, 5. Pemulihan layanan.  
Ada lima subsistem pada desain sistem pelayanan dan manajemen 
(menurut Chen et al ) yaitu 1)Customer Identification, 2) Customer Need Survey, 
3) Service System Design, 4) Service Delivery, 5) Service Recovery : 
1. Customer Identification 
 Organisasi mampu mengidentifikasi semua kepentingan menyangkut 
pihak-pihak, mengkategorikan customer dan mempelajari pendekatan inovasi 
pelayanan yang berorientasi customer dari unit perintis. Organisasi dapat 
mengklasifikasikan pelanggan. Customer dapat dikelompokkan ke dalam dua 
group yaitu Internal customer dan eksternal customer. Merujuk pada 
penelitian yang dilakukan oleh Chih-Tung Hsiao dkk  (International Journal of 
Electronic Business Management, Vol. 6, No. 1 (2008)) yang dimaksud 
Internal customer dan eksternal customer adalah sebagai berikut : Internal 
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customer yaitu pegawai yang ada pada organisasi tersebut. Pelanggan 
internal adalah objek dasar yang harus diberikan perhatian oleh semua 
sektor baik publik maupun swasta, karena pengetahuan dan keahlian yang 
dimiliki oleh pelanggan internal akan mempengaruhi kepuasan pelanggan 
eksternal. Pengetahuan pegawai mengenai aturan dan SOP serta keahlian 
lainnya akan memudahkan pelayanan kepada pelanggan eksternal. Oleh 
karena itu dibutuhkan pelatihan dan pendidikan kepada para pegawai yang 
memungkinkan mereka untuk memahami peraturan, sistem pelayanan, SOP, 
dan meningkatkan keahlian lainnya untuk memberikan pelayanan yang 
maksimal kepada pelanggan. Sedangkan eksternal Customer : eksternal 
customer yaitu siapapun yang terkait langsung dengan layanan yang 
disediakan oleh organisasi. Organisasi akan mengidentifikasi pelanggan 
eksternal, misalnya mengadakan survey untuk mengetahui bagaimana 
respon pelanggan terhadap organisasi tersebut. Selain mengklasifikasikan 
pelanggan, organisasi juga dapat melakukan benchmark learning ( belajar 
dari pebisnis yang handal atau organisasi publik lainnya).  
2. Customer-Need Survey 
 Organisasi mengumpulkan informasi penuh mengenai lingkungan dan 
kepentingan orang-orang yang terkait, kemudian menggabungkannya ke 
dalam satu rencana strategis organisasi, memverifikasi kebutuhan pelayanan 
dari berbagai kepentingan orang-orang di dalam organisasi tersebut, dan 
melakukan survey rutin tentang kepuasan pelanggan untuk mengetahui 





3. Service System Design 
 Empat item yang perlu diperhatikan dalam desain sistem layanan 
berdasarkan hasil penelitian Chih-Tung Hsiao dkk  (International Journal of 
Electronic Business Management, Vol. 6, No. 1 (2008)) yakni : 
1) lingkungan layanan hardware. Hal ini mengacu tentang sarana dan 
pasarana yang ada dalam suatu organisasi. Baik yang bersifat umum 
(masyarakat) seperti gedung, toilet, tempat parkir meja, kursi, computer, 
dan lain – lain.  
2) Sistem operasi integrasi. Mengenai sistema pelayanan yang  terintegrasi 
dan merumuskan standar operasional pelayanan (SOP). 
3) E- Service. Pelayanan yang berbasis elektronik. Pemanfaatan teknologi 
seperti computer, telepon. Internet.  
4) Sistem insentif kariawan. Penerapan sistem reward dan punishment 
terhahadap pegawai yang memliki kinerja yang baik dan sebaliknya. 
4. Service Delivery 
 Karyawan-karyawan siap untuk melayani dan memberi pertolongan 
kepada pelanggan, Sikap karyawan dan keahlian akan terlibat dalam bagian 
ini,  meningkatkan efisiensi pelayanan kerja sama lintas sector (cross-sector 
cooperation), memanfaatkan teknologi informasi, dan merevitalisasi kapasitas 
team work.  
5. Service Recovery 
 Karyawan-karyawan pertama-tama seharusnya mempunyai mindset yang 
sesuai dengan kepentingan pelanggan, dengan cara membangun komunikasi 
dan SOP. Proses ini dilakukan dengan menciptakan sistem feedback. 
Program ini akan memperkuat pemahaman pekerja/karyawan jika pelayanan 
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yang mereka sediakan cocok/sesuai dengan kebutuhan/harapan customer. 
Seperti adanya saluran pengaduan atau megadakan survei mengenai 
pelayanan yg diberikan oleh kariawan atau pegawai.   
Dimensi kedua  yaitu pembinaan budaya orgnisasi terdiri dari : 1. Asumsi 
dasar, 2. Nilai – nilai organisasi, 3. System dan perilaku. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat kesenjangan kinerja yang 
ditemukan dalam lima fase dari sistem pelayanan publik ( CORE : A Study Of 
Customer-Oriented Service System In The Public Sector, pp 492-502 ) pertama 
kesenjangan kinerja diidentifikasi oleh Chen et al. (2005) adalah antara 
identifikasi nasabah dan survei kebutuhan pelanggan. Meskipun survei 
kebutuhan pelanggan dan kepuasan telah menjadi populer di lembaga-lembaga 
publik, ditemukan bahwa sebagian besar lembaga memberi sedikit perhatian 
untuk pertanyaan mengenai identifikasi pelanggan. Ini adalah masalah umum 
dan penting yang dapat memiliki efek yang signifikan pada kinerja lembaga 
pelayanan publik. Lembaga publik harus memngetahui berbagai jenis pelanggan. 
Kegagalan untuk mengidentifikasi sifat pelanggan berarti bahwa lembaga 
pelayanan umum tidak memiliki dasar yang kuat di mana untuk melakukan survei 
kebutuhan pelanggan. Bahkan, seluruh pemangku kepentingan harus dianggap 
sebagai pelanggan badan. Ini termasuk pelanggan internal, pelanggan eksternal, 
dan pelanggan lintas instansi. 
Kesenjangan kinerja kedua diidentifikasi oleh Chen et al. (2005) adalah 
antara kebutuhan pelanggan dan layanan desain-sistem. Ditemukan bahwa 
sebagian besar lembaga memberi sedikit perhatian untuk kebutuhan pelanggan 
sebagai dasar dari survei sistem layanan mereka. Memenuhi kebutuhan 
pelanggan adalah hal yang paling penting dalam merancang sebuah sistem 
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pelayanan. Standardisasi pekerjaan dapat membantu untuk menghilangkan 
variasi dalam tugas-tugas seperti yang dilakukan oleh karyawan yang berbeda 
(Cohen & Brand, 1993). Hsieh et al. (2002) menyimpulkan bahwa hubungan 
positif yang signifikan antara standarisasi kerja dan prestasi kerja dalam 
pelayanan publik. Kurangnya hasil prosedur dilembagakan dalam dua masalah 
serius: (i) kebutuhan pelanggan tidak benar-benar diperhitungkan; dan (ii) 
kebutuhan pelanggan tidak konsisten puas. Manajer di lembaga publik harus 
lebih menekankan pada pengembangan standar operasional prosedur untuk 
memenuhi kebutuhan layanan pelanggan.penyebaran layanan yang tepat 
kepada pelanggan. 
Kesenjangan kinerja ketiga diidentifikasi oleh Chen et al. (2005) adalah 
antara desain layanan sistem dan pelayanan. Ditemukan bahwa penyedia 
layanan garis depan tidak sesuai dengan ketetapan standar operasi prosedur.  
Hal ini disebabkan: (i) kurangnya pelatihan kerja terkait layanan; (Ii) kegagalan 
untuk menggunakan teknologi informasi dalam operasi layanan; (Iii) tidak pantas 
dan tidak efisien kerja tim; dan (iv) pengabaikan audit operasional layanan 
(terlepas dari standar ISO yang telah didirikan).  
Kesenjangan kinerja keempat diidentifikasi oleh Chen et al. (2005) adalah 
antara pelayanan dan pemulihan layanan. Hal ini penting untuk merespon 
dengan tepat untuk saran dan keluhan dari pelanggan. Namun, sebagian besar 
lembaga dipelajari disajikan sikap defensif dalam menghadapi pendapat 
pelanggan dan keluhan. Mengabaikan opini pelanggan akan mengakibatkan 
layanan lembaga 'mengulangi kesalahan yang sama. Menetapkan prosedur 
standar untuk menangani keluhan pelanggan, menciptakan beberapa saluran 
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untuk komunikasi, dan membangun sikap berpikiran terbuka untuk pelanggan 
keluhan adalah kunci untuk menjembatani kesenjangan ini. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Gespersz (Hardiyansyah:2011:51), 
menyebutkan adanya beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan 
dalam peningkatan kualitas pelayanan, yaitu : 
1. Ketepatan waktu pelayanan 
2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan engan realibilitas  
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan 
4. Tanggungjawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan maupun 
penanganan keluhan 
5. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung  
6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan 
7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi 
8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas/penanganan 
permintaan khusus 
9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 
ruang, kemudahan, dan informasi 
10. Atribut yaitu pendukung pelayanan lainnya seperti kebersihan 
lingkungan, AC, fasilitas ruang tunggu, fasilitas music atau TV, dan 
sebagainya.  
Menurut Brown dalam Moenir (Hardiyansyah :2011:51) bahwa dimata 
masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran – ukuran sebagai berikut: 
1. Realibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang 
diinginkan secara tepat:assurance, yaitu pengetahuan dan 
kemampuannya untuk meyakinkan 
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2. Empathy, yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan 
kepada pelanggan 
3. Responsiviness, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan 
memberikan pelayanan yang tepat 
4. Tangible, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan serta 
penampilan pribadi.  
Sedangkan menurut De Vreye (Hardiyansyah:2011:50), dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan ada tujuh dimensi dan indicator yang harus 
diperhatikan : 
1. Self – esteem (harga diri), dengan indikator: pengembangan prinsip 
pelayanan, menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya, 
menetapkan tugas pelayanan yang futuris, dan berpedoman pada 
kesuksesan “hari esok lebih baik dari hari ini”. 
2. Exeed expectation (memenuhi harapan), dengan indikator: 
penyesuaian standar pelayanan, pemahaman terhadap keinginan 
pelanggan, dan pelayanan sesuai harapan petugas.  
3. Recovery (pembenahan), dengan indikator : menganggap keluhan 
merupakan peluang, bukan masalah, mengatasi keluhan pelanggan, 
uji coba standar pelayanan, dan mendengar keluhan pelanggan.  
4. Vision (pandangan ke depan) dengan indikator :  perencanaan ideal di 
masa depan, memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin, dan 
memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.  
5. Improve (perbaikan), dengan indikator : perbaikan secara terus 
menerus, menyesuaikan dengan perubahan, mengikutsertakan 
bawahan dalam penyusunan rencana, investasi yang bersifat 
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nonmaterial (training), penciptakan lingkungan yang kondusif, dan 
penciptaan standar yang responsive. 
6. Care (perhatian), dengan indikator : menyusun sistem pelayanan yang 
memuaskan pelanggan, menjaga kualitas, menerapkan standar 
pelayanan yang tepat, dan uji coba standar pelayanan. 
7. Empower (pemberdayaan), dengan indikator : memberdayakan 
karyawan/bawahan, belajar dari pengalaman, dan memberikan 
rangsangan, pengakuan dan penghargaan.  
Lenvinne (1990) mennggunakan indikator sebagai berikut : 
1. Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap 
providers terhadap harapan, keinginan, dan aspirsasi serta tuntutan 
customers.  
2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu 
dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan – ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara 
penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ukuran – ukuran eksternal 
yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan 
norma yang berkembang dalam masyarakat.  
Menurut Gibson, Ivancevich & Donnely (1990) : kepuasan, efisiensi, 
produksi, perkembangan, keadaptasian, dan kelangsungan hidup.  
Ratminto (2013: 179) menyimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja harus 
digunakan dua jenis ukuran, yaitu ukuran yang berorientasi pada proses dan 
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ukuran yang berorientasi pada hasil. Adapun ukuran atau indikator – indikator  
tersebut adalah : 
a. Ukuran yang berorientasi pada hasil  
1. Efektivitas  
Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu 
dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. 
Akan tetapi pencapaian tujuan ini juga mengacu pada visi organisasi. 
2. Produktivitas  
Produktivitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan 
pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan 
oleh masyarakat.  
3. Efisiensi  
Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan. 
Idealnya pemerintah daerah harus dapat menyelenggarakan suatu 
jenis pelayanan tertentu dengan masukan (biaya dan waktu) yang 
sesedikit mungkin. Dengan demikian, kinerja pemerintah daerah akan 
menjadi semakin tinggi apabila tujuan – tujuan yang telah ditetapkan 
dapat dicapai dalam waktu yang sesingkat – singkatnya dan dengan 
biaya yang semurah – murahnya. 
4. Kepuasan  
Kepuasan, artinya seberapa jauh pemerintah daerah dapat memenuhi 
kebutuhan karyawan dan masyarakat.  
5. Keadilan  
Keadilan yang merata, artinya cakupan atau jangkauan kegiatan dan 
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah harus diusahakan 
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seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan 
secara adil. 
b. Ukuran yang berorientasi pada proses 
Ada tujuh ukuran yang berorientasi pada proses yaitu: responsivitas, 
responsibilitas, akuntabilitas, keadaptasian, kelangsungan hidup, 
transparansi dan empati. Adapun penjelasan atas tujuh ukuran tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Responsivitas  
Yang dimaksud dengan responsivitas disini adalah kemampuan 
provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda 
dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program – program 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur 
daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi 
serta tuntutan customers.  
2. Responsibilitas 
Ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat 
kesesuaian  antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau 
peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. 
3. Akuntabilitas  
Ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat 
kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan ukuran – 
ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake 




4. Keadaptasian  
Keadaptasian adalah ukuran yang menunjukkan daya tanggap 
organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di 
lingkungannya.  
5. Kelangsungan hidup 
Kelangsungan hidup artinya seberapa jauh pemerintah daerah  atau 
program pelayanan dapat menunjukkan kemampuan untuk terus 
berkembang dan terus berkembang dan bertahan hidup dalam 
berkompetensi dengan daerah dan program lain.  
6. Keterbukaan / transparansi 
Yang dimaksud dengan ukuran keterbukaan atau transparansi adalah 
bahwa prosedur/tatacara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal – 
hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib 
diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami 
oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. 
7. Empati  
Empati adalah perlakuan atau perhatian pemerintah daerah atau 
penyelenggara jasa pelayanan atau providers terhadap isu – isu 
aktual yang sedang berkembang di masyarakat. 
Menurut Sinambella,dkk (2010:6) untuk mencapai kepuasan masyarakat 
dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : 
1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 
memadai serta mudah dimengerti. 
35 
 
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 
pada prinsip efesiensi dan efektivitas.  
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan 
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.  
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminatif dilihat 
darin aspek manapun, khusunya suku, ras, agama, golongan, status 
sosial, dan lain – lain. 
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 
pelayanan publik. 
Standar kualitas layanan juga dapat diukur atau dianalisis berdasarkan 
ukuran yang menjadi prinsip good governance. Dari presfektif good governance 
ukuran kualitas layanan yang dapat dijadikan standar adalah layanan yang 
efektif, efisien, responsive dan non partisipan, partisifatif, transparan dan 
akuntabel.  
II.3  Konsep pelayanan perizinan 
Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan 
barang, jasa, dan administratif. Wujud pelayanan administrasi adalah layanan 
berbagai perizinan, baik yang bersifat non perizinan maupun perizinan.  
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 
2009, Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman 
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Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki 
kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas 
fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
Menurut Ratminto (2005:5) pelayanan administrasi pemerintah atau 
pelayaan perizinan dapat didefenisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan 
yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam 
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan, yang bentuk produk 
pelayananannya adalah izin atau warkat.  
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 
2009, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 
kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat 
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang 
memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang 
dilakukan dalam satu tempat.  
Pelayanan perizinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat, misalnya upaya instansi yang berwenang dalam memberikan 
jaminan kepastian hukum dan usaha yang dimilki sehingga dapat menjamin 
segala aktivitas. Jadi, pelayanan perizinan adalah segala bentuk kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat legalitas atau 
melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan, dan kegiatan individu atau organisasi. 
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Ratminto (2005:245) menyebutkan bahwa, ada beberapa asas dalam 
penyelenggaraan pelayanan perizinan atau pemerintahan, asas – asas ini dapat 
memberikan pedoman tentang efektivitas, efesiensi, dan akuntabilitas pelayanan. 
Asas – asanya adalah sebagai berikut :  
1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan 
dari instansi penyelenggara jasa perizinan dapat berempati dengan 
masyarakat pengguna jasa pelayanan.  
2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin 
sehingga konsep one stop shop benar – benar diterapkan. 
3. Kejelasan tata cara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain 
sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat 
pengguna jasa pelayanan. 
4. Meminimalisir persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus 
pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar – 
benar diperlukan.  
5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani 
masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas 
mungkin dengan membuat bagan tugas distribusi kewenangan.  
6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal 
mungkin dan setranstaparan mungkin.  
7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan 
juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas 
dan tidak resah.  
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8. Minimalisasi formulir. Formulir – formulir harus dirancang secara 
efesien, sehingga akan dihasilkan formulir yang komposit (satu formulir 
yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan). 
9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu 
seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus 
ditetapkan selama mungkin.  
10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan cutomers. Hak – hak dan 
kewajiban – kewajiban baik bagi providers maupun bagi customer harus 
dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan 
ganti rugi. 
11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin 
harus menghindari terjadinya keluhan.  
Adapun tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu menurut Permendagri 
No 24 Tahun 2006 adalah : 
a. Meningkatkan kualitas layanan publik; 
b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 
memperoleh pelayanan; 
Sasaran penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah: 
a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, 
pasti dan terjangkau; 
b. Meningkatkan hak – hak masyarakat terhadap pelayanan publik; 
Di dalam Pelayanan Terpadu terdapat penyerdehanaan penyelenggaraan 
pelayanan antara lain : 




b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar 
waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah; 
c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam peraturan daerah ; 
d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap 
tahapan proses pe 
e. mberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya; 
f. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 
dua atau lebih permohonan perizinan; 
g. Pembebasan biaya bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ingin 
memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku;dan 
h. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam 
kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan. 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Peraturan Daerah 
No. 3 Tahun 2012, membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
dan Penanaman Modal yang kemudian disingkat BPPTSPM. Pengertian Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang 
selanjutnya disingkat BPPTSPM adalah perangkat pemerintah daerah yang 
memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan 
dan penanaman modal di daerah dengan sistem satu pintu. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal 
yang selanjutnya disingkat BPPTSPM Kabupaten Luwu Utara telah melayani 48 
jenis perizinan sebagai berikut: (sumber BPPTSPM Luwu Utara) 
1. Surat izin operasional 
2. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan 
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3. Izin usaha pemungutan hasil hutan 
4. Izin usaha perkebunan 
5. Izin tenaga kesehatan 
6. Izin pengelolaan bidang kesehatan 
7. Izin sarana kesehatan 
8. Izin prinsip 
9. Izin pendirian SPBU 
10. Izin pengelolaan pasar traidisional/pusat perbelanjaan/toko modern 
11. Izin usaha pusat perbelanjaan/izin usaha toko modern 
12. Tanda daftar perusahaan (TDP) 
13. Izin gangguan (HO) 
14. Surat izin tempat usaha (SITU) 
15. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 
16. Surat izin tanda daftar gudang (TDG) 
17. Surat izin usaha industry (SIUI) 
18. Izin penggunaan air permukaan 
19. Izin mendirikan bangunan (IMB) 
20. Izin lokasi 
21. Surat izin usaha peternakan 
22. Surat izin usaha perikanan  
23. Izin kapal pengangkut ikan 
24. Izin kapal penangkaoan ikan 
25. Tanda daftar usaha perikanan 
26. Izin penangkapan ikan 
27. Izin tanda daftar usaha pariwisata 
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28. Izin usaha kepariwisataan 
29. Persetujuan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan (SPPL) 
30. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (IPPHL) 
31. Izin lingkungan 
32. Izin usaha pertambangan  
33. Izin pertambangan rakyat 
34. Izin usaha penyediaan tenaga listrik  
35. Izin pemanfaatan air bawah tanah 
36. Izin usaha penunjang tenaga listrik 
37. Izin usaha jasa pertambangan 
38. Izin pembangunan studio dan stasiun pemancar radio/ TV 
39. Izin trayek 
40. Izin pendirian menara telekomunikasi 
41. Izin usaha penggilingan padi 
42. Tanda daftar usaha budidaya tanaman pangan (TDU-P) 
43. Izin usaha budidaya tanaman pangan (IUTP) 
44. Izin pendirian lembaga pendidikan non formal 
45. Izin usaha pendirian lembaga pendidikan non formal/ tempat kursus 
46. Izin usaha jasa kontruksi (SIUJK) 
47. Izin penyelenggaraan reklame 
48. Izin penggunaan hak kekayaan daerah 
II.4  Kerangka pikir  
Menanggapi tuntunan pelanggan untuk meningkatkan kinerja, banyak 
organisasi yang mulai berbenah diri untuk meningkatkan kualitas layanan dan 
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kinerja. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal 
Kabupaten Luwu Utara pada hakekatnya dituntut untuk memberikan pelayanan 
yang berkualitas sehingga tercapai kepuasan seluruh masyarakat Kabupaten 
Luwu Utara.   
BPPTSPM didirikan sebagai tindak lanjut pemerintah mengenai 
permasalahan dan keluhan masyarakat tentang sulitnya mengurus izin. Oleh 
karena itu BPPTSPM ini diharapkan mampu menjawab keresahan pelanggan 
dalam hal ini masyarakat Kabupaten Luwu Utara yang ingin mengurus izin. 
BPPTSPM berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada 
pelanggan atau masyarakat. Untuk menganalisis sistem pelayanan yang 
berorintasi pelanggan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal, penulis menggunakan model COSES oleh Chen et al yang 
tertuang dalam lima subsistem sebagai berikut : 
IV.2.1 Customer Identification 
 Organisasi mampu mengidentifikasi semua kepentingan menyangkut 
pihak-pihak, mengkategorikan customer dan mempelajari pendekatan inovasi 
pelayanan yang berorientasi customer dari unit perintis. Customer dapat 
dikelompokkan ke dalam dua group yaitu pelanggan internal yaitu pegawai 
dan pelanggan eksternal yaitu penerima layanan (masyarakat) 
IV.2.2 Customer-Need Survey 
 Organisasi mengumpulkan informasi penuh mengenai lingkungan dan 
kepentingan orang-orang yang terkait, kemudian menggabungkannya ke 
dalam satu rencana strategis organisasi, memverifikasi kebutuhan pelayanan 
dari berbagai kepentingan orang-orang yang di dalam organisasi tersebut, 
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dan melakukan survey rutin tentang kepuasan pelanggan untuk mengetahui 
tuntutan pelanggan.  
IV.2.3 Service System Design 
 Empat item yang perlu diperhatikan dalam desain sistem layanan 
berdasarkan hasil penelitian Chih-Tung Hsiao dkk  (International Journal of 
Electronic Business Management, Vol. 6, No. 1 (2008)) yakni: 
1. Lingkungan Layanan Hardware. Hal ni mengacu tentang sarana dan 
pasarana yang ada dalam suatu organisasi. Baik yang bersifat umum 
(masyarakat) seperti gedung, toilet, tempat parker, meja, kursi, computer, 
dan lain – lain.  
2. Sistem Operasi Integrasi. Mengenai sistema pelayanan yang  terintegrasi 
dan merumuskan standar operasional pelayanan (SOP). 
3. E- Service. Pelayanan yang berbasis elektronik. Pemanfaatan teknologi 
seperti computer, telepon. Internet. 
4. Sistem Insentif Kariawan. Penerapan sistem reward dan punishment 
terhahadap pegawai yang memliki kinerja yang baik dan sebaliknya.  
IV.2.4 Service Delivery  
 Karyawan-karyawan siap untuk melayani dan memberi pertolongan 
kepada pelanggan, dan meningkatkan efisiensi pelayanan delivery services 
dengan kerja sama lintas sector (cross-sector cooperation), memanfaatkan 
teknologi informasi, dan merevitalisasi kapasitas team work.  
IV.2.5 Service Recovery 
 Karyawan-karyawan pertama-tama seharusnya mempunyai mindset yang 
sesuai dengan kepentingan pelanggan, dengan cara membangun komunikasi 
dan SOP. Proses ini dilakukan dengan menciptakan sistem feedback. 
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Program ini akan memperkuat pemahaman pekerja/karyawan jika pelayanan 
yang mereka sediakan cocok/sesuai dengan kebutuhan/harapan customer.  















Gambar II.1 : Kerangka Pikir 
 
 
MODEL COSES oleh Chen et al. 2004 (Customer 
Oriented Service Enhancement System In Public 
Sector) 
1. Customer Identification 
2. Customer-need Survey 
3. Service System Design 
4. Service Delivery 













III.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui 
pengumpulan data. Data yang diperolehakan dipaparkan kemudian dianalisis 
dan dinarasikan sesuai dengan rumusan masalah peneliti. 
Menurut Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono (2005:9), secara umum 
penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut : 
1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan 
peneliti adalah instrumen kunci 
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 
berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada 
angka. 
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk 
atau outcome 
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif 
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang 
teramati). 
III.2  Lokasi penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSPM) Kabupaten Luwu Utara di jl. 





III.3  Tipe dasar penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif, yaitu memberikan  gambaran dan menganalisis secara 
mendalam data yang diperoleh di lapangan. Dasar penelitiannya adalah 
wawancara kepada narasumber/informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan 
mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. 
III.4  Informan penelitian 
Informan adalah orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang 
terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan ini harus banyak 
pengalaman tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangan tentang 
nilai-nilai, sikap , proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. 
Adapun informan yang di maksud adalah : 
1. Kepala BPPTSPM 
2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
3. Kepala Bidang Pengembangan Kinerja dan Pelayanan Pengaduan 
4. Masyarakat yang dilayani  
III.5  Teknik pengumpulan data 
Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik 
pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dari penelitian. Untuk 
memperoleh data adapun sumber data dari penelitian ini adalah : 
1. Data primer 
 Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari 
informan berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan 
dengan penelitian ini, yaitu dengan melakukan wawancara (interview) dengan 
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beberapa informan utnuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti 
menggunakan cara : 
a. Wawancara 
Penggunaan metode ini ditujukan untuk menggali informasi secara 
lebih mendalam terkait permasalahan penelitian. Terkait penelitian, peneliti 
menggunakan metode indepth interview, dimana peneliti dan 
informan/responden berhadapan langsung (face to face) untuk 
mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan data yang dapat 
menjelaskan permasalahan penelitian. Untuk membuat wawancara yang 
berisi butir-butir pertanyaan terkait permasalahan penelitian. 
b. Observasi 
Dilakukan dengan cara melihat secara langsung tentang 
permasalahan yang berhubungan dengan variable penelitian dan 
melakukan pencatatan atau hasil observasi. Sesuai dengan jenisnya, 
peneliti observasi dengan pertisipasi terbatas, yakni peneliti terlibat hanya 
terbatas pada aktivitas objek yang mendukung data penelitian. 
2. Data sekunder 
 Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 
sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan 
(Silalahi,2010:291). Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi,  laporan 
dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan judul penulis.   
III.7  Teknik analisis data 
Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat sesuai dengan apa 
yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh dari lokasi 
baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan di sajikan serta 
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dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang 
kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai masalah peneliti. 
III.8  Fokus penelitian  
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data untuk 
menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini. Fokus 
penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Kualitas pelayanan publik 
terkait dengan beberapa indikator yang sekaligus di jadikan sebagai fokus 
penelitian, sebagai berikut : 
1. Customer identification 
Organisasi mampu mengidentifikasi semua kepentingan menyangkut pihak-
pihak, mengkategorikan customer dan mempelajari pendekatan inovasi 
pelayanan yang berorientasi customer dari unit perintis. Customer dapat 
dikelompokkan ke dalam dua group yaitu pelanggan internal dan pelanggan 
eksternal. Dengan indikator internal customer yaitu pegawai dan eksteral 
customer yaitu masyarakat. 
2. Customer-need survey 
Organisasi mengumpulkan informasi penuh mengenai lingkungan dan 
kepentingan orang-orang yang terkait. Mengetahui kebutuhan pelanggan 
adalah hal yang sangat penting dalam merancang desain system pelayanan 
yang berorientasi pelanggan. Dengan indikator mengadakan survey 
mengenai kepuasan pelanggan untuk mengetahui tuntutan dan kebutuhan 
pelanggan. 
3. Service System Design 
4 item dalam indikator ini yaitu sebagai berikut : 
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1. lingkungan layanan hardware. Hal ni mengacu tentang sarana da 
pasarana yang ada dalam suatu organisasi. Baik yang bersifat 
umum(masyarakat) seperti gedung, toilet, tempat parkir meja, kursi, 
computer, dan lain – lain.  
2. Sistem operasi integrasi. Mengenai sistema pelayanan yang  
terintegrasi dan merumuskan standar operasional pelayanan (SOP). 
3. E- Service. Pelayanan yang berbasis elektronik. Pemanfaatan 
teknologi seperti computer, telepon. Internet. 
4. Sistem insentif kariawan. Penerapan sistem reward dan punishment 
terhahadap pegawai yang memliki kinerja yang baik dan sebaliknya.  
c. Service Delivery 
Karyawan-karyawan siap untuk melayani dan memberi pertolongan kepada 
pelanggan, Sikap karyawan dan keahlian akan mempengaruhi pelayanan 
terhadap pelanggan. Dengan indikator sikap pegawai dalam memberikan 
pelayanan seperti ramah, peduli dan sopan.  
d. Service Recovery 
Karyawan-karyawan pertama-tama seharusnya mempunyai mindset yang 
sesuai dengan kepentingan pelanggan, dengan cara membangun komunikasi 
dan SOP. Proses ini dilakukan dengan menciptakan sistem feedback. 
Program ini akan memperkuat pemahaman pekerja/karyawan jika pelayanan 
yang mereka sediakan cocok/sesuai dengan kebutuhan/harapan customer. 







GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
IV.1 Profil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman 
Modal Luwu Utara 
Hakekat dari pembentukan organisasi Pemerintahan Daerah berdasarkan 
Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian 
direvisi pada Undang – Undang No 12 Tahun 2008 adalah mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantu yang kemudian direvisi pada Undang – Undang No 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ditegaskan bahwa pemerintah 
dalam menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya bertujuan memberikan 
pelayanan umum kepada masyarakat.  
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah 
Kabupaten Luwu Utara membentuk beberapa unit kerja yang langsung 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu dan Penanaman Modal merupakan wujud nyata dari fungsi pemerintahan 
daerah dalam mengaplikasikan kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat 
yang efesien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.  
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal 
terbentuk pada triwulan ke-empat tahun anggaran 2012, tepatnya pada bulan 
oktober 2012 atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 
Tahun 2012 Tentang Oganisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal . beberapa peraturan yang 
mendasari pembentukan BPPTSPM Luwu Utara yaitu Undang – Undang Nomor 
25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 41 
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Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2008 Tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di 
Daerah. 
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman 
Modal, BPPTSPM mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan 
penyelenggaran serta pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non 
perizinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, 
simplifikasi, transparan, akuntabel, dan keamanan. Dari tugas pokok tersebut di 
atas, BPPTSPM memberikan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan 
usaha bagi pemohon yang akan melakukan aktivitas atau kegiatan usaha di 
wilayah Kab. Luwu Utara. Adapun Visi, Misi dan Motto BPPTSPM adalah 
sebagai berikut : 
a. Visi  
“ Pelayanan izin dan non izin yang berstandar iso “ 
Pelayanan izin dan non izin yaitu kegiatan yan merupakan tugas pokok, 
fungsi dan wewenang BPPTSPM, berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012. BPPTSPM berwenang 
memproses perizinan dan non perizinan setelah mendapatkan pelimpahan 
kewenangan dari Bupati Luwu Utara melalui Peraturan Bupati Luwu Utara 
Nomor 56 Tahun 2012.  
b. Misi  
“Mewujudkan pelayanan izin dan non izin usaha yang memuaskan” 
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Sebagai indikator pelayananyan merupakan fungsi utama dari 
penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan perizinan dan non perizinan, 
maka kepuasan masyarakat terutama pemohon izin diangkat sebagai misi yang 
akn diwujudkan dalam pelaksanaan tugas BPPTSPM.  
c. Motto  
Adapun Motto yang diusung oleh BPPTSPM dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya yaitu : 
“Kami bangga melayani anda” 
Motto tersebut digunakan sebagai slogan oleh aparat BPPTSPM dalam 
pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dengan penggunaan slogan 
tersebut diharapkan menumbuhkan semangat kerja dan kedisiplinan aparat 
BPPTSPM dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pelayan dan abdi 
masyarakat. 
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pegawai BPPTSPM 
terutama staf yan bertugas pada loket pelayanan dan informasi maupun 
pengaduan berpegang pada maklumat layanan yang telah ditetapkan melalui 
keputusan Kepala BPPTSPM No.118.4.45 / BPPTSPM / 207 / VII / 2013 sebagai 
berikut : 
1. Memberikan pelayanan dengan berpedoman pada standar pelayanan 
minimal, standar operasional prosedur dan kode etik internal Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. 
2. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan memiliki 
integrtas yang tinggi. 




4. Melayani dengan ramah, sopan dan professional. 
5. Menciptakan suasana ruangan pelayanan yang bersih, sejuk dan 
nyaman.  
IV.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan Kewenangan BPPTSPM 
IV.2.1  Kedudukan 
BPPTSPM merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh 
seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah.  
IV.2.2 Tugas Pokok  
BPPTSPM mempunyai Tugas Pokok melaksanakan koordinasi dan 
penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan dan 
non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi, simplifikasi, transparan, akuntabel dan keamanan. 
IV.2.3 Fungsi  
Dalam melaksanakan tugas pokok, BPPTSPM menyelenggarakan 
fungsi sebagai berikut::  
1) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan 
non perizinan serta penanaman modal; 
2) pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan 
kewenangannya; 
3) pelaksanaan validasi, legalisasi dan otorisasi pelayanan perizinan 
dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya; 
4) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal; 
5) penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik; 
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6) pengembangan sistem pelayanan publik; dan  
7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya.  
IV.2.4 Wewenang  
BPPTSPM mempunyai kewenangan memproses perizinan dan non 
perizinan atas nama dan dengan pendelegasian dari Bupati sebagai 
pelimpahan kewenangan dari Kepala satuan kerja perangkat daerah 
sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pelimpahan 
kewenangan oleh Bupati. 
IV.1 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
dan Penanaman Modal Luwu Utara 
 Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 tahun 2012 
struktur organiasi Badan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal (BPPTSPM) Luwu Utara digambarkan sebagai berikut : 
a. Kepala Badan 
b. Bagian Tata Usaha Terdiri Dari: 
1. Sub Bagia Umum Dan Kepegawaian 
2. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan, Dan 
3. Sub Bagian Keuangan  
c. Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan  
d. Bidang Pengembangan Kinerja Dan Pelayanan Pengaduan Terdiri Dari : 
1. Sub Bidang Pengembangan Kinerja 
2. Sub Bidang Regulasi Dan Pelayanan Pengaduan 
e. Bidang Penanaman Modal Terdiri Dari: 
1.  Sub Bidang Promosi, Dan 
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2. Sub Bidang Pengembangan Dan Pengawasan Penanaman Modal  
IV.4 Uraian Tugas Pokok Pegawai  
A. Kepala Badan  
1. Kepala badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a 
mempunyai tugas membantu bupati dalam memimpin, 
mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan 
kewenangan di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman 
modal yang meliputi : 
a. Urusan pelayanan administrasi; 
b. Informasi; 
c. Pengembangan kinerja; dan 
d. Pelayanan pengaduan, pelayanan pengendalian perizinan jasa 
usaha, pelayanan pengendalian perizinan tertentu serta 
pelayanan pengendalian non perizinan. 
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1), Kepala badan mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja 
badan sesuai dengan visi dan misi daerah; 
b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan 
lingkup bidang pelayanan peizinan dan non perizinan; 
c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bagian tata 
usaha, bidang-bidang, dan kelompok jabatan fungsional; 




e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di 
bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelaksanaan 
hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait 
dalam rangka penyelenggaraan kegiatan badan; 
f. Pembinaan dan pemngembangan karir pegawai badan; 
g. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang; 
h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan badan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;  
i. Pemberian laporan pertanggung jawaban tugas badan kepada 
bupati melalui Kepala bagian tata usaha dan laporan kinerja 
badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
B. BAGIAN TATA USAHA 
1. Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b 
dipimpin oleh seorang Kepala bagian tata usaha mempunyai tugas 
membantu Kepala badan menyelenggarakan pelayanan teknis 
administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan 
kepegawaian serta keuangan. 
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala bagian tata usaha mempinyai fungsi sebagai berikut: 
a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama 
kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis badan; 
b. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan badan 
berdasarka pada visi dan misi badan; 
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c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bagian tata 
usaha; 
d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta peneleaahan dan 
pengkajian konsep naskah dinas dan produk lingkup badan; 
e. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan 
kepegawaian badan; 
f. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan 
belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, 
pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris badan; 
g. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan 
tugas bawahan; 
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala 
badan; 
i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan bagian tata 
usaha dan kegiatan badan secara berkala; dan 
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
C. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 
1. Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian 
mempunyai tugas membantu Kepala bagian tata usaha dalam 
melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi 
kepegawaian lingkup badan. 
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 




a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian umum 
dan kepegawaian; 
b. Pelaksanaan pelayanan tata usaha lingkup badan; 
c. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian  
badan perlengkapan badan; 
d. Pemeliharaan, pengenalian dan pemanfaatan badan inventaris 
badan; 
e. Pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi 
pegawai badan; 
f. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, 
keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran badan; 
g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
D. D. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN 
1. Sub bagian perencanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 2 huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala sub 
bagian mempunyai tugas membantu Kepala bagian tata usaha dalam 
melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan. 
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai 
fungsi berikut: 
a. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan 
pelaporan; 




c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi 
program dan kegiatan badan; 
d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis 
perncanaan program dan kegiatan badan; 
e. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan 
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
E. E. SUB BAGIAN KEUANGAN 
1. Sub bagian keuangan sebagaiman dimaksud dalam pasal 2 huruf b 
angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala sub bagian mempunyai tugas 
membantu Kepala bagian tata usaha dalam melaksanakan 
penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan 
keuangan lingkup badan. 
2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala sub bagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian keungan; 
b. Pelaksanaan tugas selaku PPTK; 
c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan badan; 
d. Penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan belanja 
langsung badan; 
e. Pengelolaan data keuangan dilkingkungan badan; 
f. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan 
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
F. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
1. Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaiman dimaksud 
dalam pasal 2 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala bidang 
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mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPTSPM yang 
meliputi fasilitas pendataan, penghimpunan dan penginventarisasi  
jenis perizinan an non perizinan, perekapitulasian data retribusi, 
penyusunan standar operasional prosedur dan penyederhanaan 
pelayanan perizinan dalam mekanisme penyelenggaraannya, 
pembinaan, pengaturan dan pengendalian petugas, pengelolaan, 
penataan sarana dan prasarana loket pelayanan, serta penyampaian 
data jumlah perizinan dan non perizinan yang telah selesai. 
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Kepala bidang pelayana perizinan dan non perizinan mempunyai 
fungsi sebagai berikut: 
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang; 
b. Penyiapan bahan penyusun dan perumusan kebijakan, petunjuk 
teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 
c. Pelaksanaan sebagai tugas BPPTSPM yang meliputi fasilitasi 
penataan, penghimpunan dan inventarisasi jenis perizinan dan 
non perizinan, perekapitulasian data retribusi, penyusunan standar 
operasional prosedur dan penyederhanaan pelayanan perizinan 
dalam mekanisme penyelenggaraannya, pembinaan, pengaturan 
dan pengendalianpetugas, pengelolaan, penataan sarana dan 
prasarana loket pelayanan, serta penyampaian data jumlah 
perizinan dan non perizinan yang telah selesai; 
d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; 
e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala badan; dan 
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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G. KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
1. Kepala bidang pelayanan perizinan dan non perizinan dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim teknis. (tambahan) 
2. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat 
satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempuyai kompetensi 
dan kemampuan sesuai dengan bidan tugasnya. 
3. Tim teknis sebagaiman dimaksud pada ayat (2)  memiliki kewenangan 
untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan 
rekomendasi perizinan dan non perizinan kepada Kepala SKPD yang 
secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan 
kepada Kepala BPPTSPM. 
4. Tim teknis bertangung jawab kepada Kepala badan melalui Kepala 
Bidang Perizinan dan Non Periizinan; 
5. Pembentukan tim teknis ditetapkan dengan keputusan bupati. 
H. BIDANG PENGEMBANGAN KINERJA DAN PELAYANAN PENGADUAN 
1. Bidang pengembangan kinerja dan pelayanan pengaduan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d dipimpin oleh seorang 
Kepala bidang mempnyai tugs melaksanakan sebagian tugas 
BPPTSPM yang meliputi fasilitas penyelenggaraan pengembangan 
kinerja petugas pelayanan perizinan dan non perizinan serta 
pelayanan pengaduan. 
2. Untuk  menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala bidang pengembangan kinerja dan pelayanan pengaduan 
mempunyai funsi sebagai berikut: 
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang; 
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b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan 
petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya; 
c.   Pelaksanaan bagian tugas BPPTSPM yang meliputi fasilitas 
penyelenggaraan penembangan kinerja dan pelayanan 
pengaduan yang terkait denga kinerja pelayanan perizinan dan 
non perizinan; 
d. Penyiapan bahan pembinaa teknis dan evaluasi kegiatan 
e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan , dan 
f. Melaksanakan tgas kedinasan lain yang ditugaskan oleh 
pimpinan 
I. SUB BIDANG PENGEMBANGAN KINERJA 
1. Sub bidang pengembangan kinerja sebagaimana yang dimaksud 
dalam passal 2 huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala sub 
bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPTSPM 
dan menyusun rencaana kegiatan melaksanakan pelayanan bidang 
pengembangan kinerja. 
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat 1, Kepala sub bidang pengembangan kinerja mempunyai fungsi 
sebagai berikut : 
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sub bidang 
b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan petunjuk 
teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya 
c.   Pelaksanaan sebagian tugas BPPTSPM yang meliputi fasilitas 
penyelenggaraan pelayanan sub bidang pengembangan kinerja  
d. Penyiapan bahan pembinaan teknis  dan evaluasi kegiatan 
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e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepadaa Kepala bidang, dan 
f.     Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan 
J. SUB BIDANG REGULASI DAN PELAYANAN PENGADUAN  
1. Sub bidang regulasi dan pelayanan pengaduan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang 
Kepala sub bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
BPPTSPM dan menyusun rencana kegiatan pelayanan sub bidang 
regulasi dan pelayanan pengaduan. 
2. Untuk menyelenggarkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 
Kepala sub bidang regulasi dan pelayanan pengaduan mempunyai 
fungsi sebagai berikut : 
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sub bidang 
b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan petunjuk 
teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya 
c. Pelaksanaan sebagian tugas BPPTSPM yang meliputi fasilitas 
penyelenggaraan pelayananan sub bidang regulasi dan pelayanan 
pengaduan 
d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan 
e. Pelaporan hasil pelaksanaa tugas kepada Kepala bidang, dan 
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan 
K. BIDANG PENANAMAN MODAL  
1. Bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
huruf e dipimpin oleh seorang Kepala bidang mempunyai tugas 
pokok mengkoordinasikan dengan instansi terkait rencana strategis 
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dan melaksanakan sebagian tugas BPPTSPM yang meliputi promosi, 
kerjasama dan pengembangan penanaman modal 
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 
Kepala bidang penanaman modal mempunyai fungsi sebagai berikut: 
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang 
b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan 
kebijakan,petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup 
tugasnya 
c. Pelaksanaan sebagian tugas BPPTSPMyang meliputi fasilitas 
penyelenggaraan promosi, kerjasama dan pengembangan 
penanaman modal 
d. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan  evaluasi kegiatan 
e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala badan, dan 
f.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
L. SUB BIDANG PROMOSI  
1. Sub bidang promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e 
angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang mempunyai tugas 
mempersiapkan bahan – bahan yang berkaitan dengan promosi 
penanaman modal 
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 
Kepala Sub bidang Promosi mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sub bidang 
b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, 
petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya 
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c. Pengkajian, perumusan dan penyusunan  kebijakan teknis 
pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi 
penanaman modal 
d. Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah 
e. Pengkajian, perumusan dan penyusunan materi proosi 
penanaman modal 
f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan 
g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala badan  
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan 
M. SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 
1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e angka 2 dipimpin oleh 
seorang Kepala sub bidang, mempunyai tugas mempersiapkan bahan 
– bahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan 
penanaman  modal. 
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 
Kepala bidang penanaman  modal mempunyai fungsisebagai berikut: 
a. Penyusunan program dan rencana kegiatan bidang 
b. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, 
petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya 
c. Pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis 
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanaman modal 




e. Pengkajian, perumusan dan penyusun an materi pembinaan dan 
pengawassan penanaman  modal 
f. Penyiapan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan 
g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala badan 
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan pimpinan 
N. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing – masing sesuai 
peraturan perundang- undangan. 
IV.1 Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 
sesuai dengan bidang keahliannya 
IV.2 Masing – masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh 
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala badan 
IV.3 Jabatan fungsional ssebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan 
keputusan bupati 
IV.4 Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 
IV.5 Kepegawaian  
Dalam pelaksanaan suatu program tentu saja diperlukan pelaksana guna 
mendukung terlaksananya program dengan baik. Oleh karena itu, ketersediaan 
pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan 
suatu program sangat diperlukan.  
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Untuk mengetahui keadaan sumber daya aparatur pada Badan Pelayanan 
Peizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSPM) Luwu Utara 
berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut : 





Sumber : Bagian umum dan kepegawaian BPPTSPM Luwu Utara 
Dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya aparatur pada 
BPPTSPM Luwu Utara, dilihat dari jenis kelamin laki – laki 18 orang (51.4%) dan 
perempuan 16 orang (48.6%). Jenis kelamin sangat berpengaruh pada 
pengelolaan kinerja yang lebih membutuhkan daya fisik yang kuat, sedangkan 
perbedaan antara jenis kelamin laki – laki dan perempuan pada BPPTSP Luwu 
Utara hanya selisih 1 orang.   
Selanjutnya yaitu keadaan sumber daya aparatur BPPTSPM Luwu Utara 
berdasarkan Pangkat atau Golongan dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel IV.2  Karakteristik Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan 
No Pangkat/Golongan A B C D JUMLAH PERSENTASE (%) 
1 IV 2 1 1 0 4 11.4 
2 III 11 8 3 5 27 77.1 
3 II 0 2 2 0 4 11.4 
4 I 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH  13 11 6 5 35 100 
 
Sumber : Bagian Umun dan kepegawaian BPPTSPM Luwu Utara 
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase(%) 
1 Laki – Laki 18 51.4 
2 Perempuan 17 48.6 
TOTAL 35 100 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pegawai BPPTSPM 
terdapat 4 orang golongan IV, 27 orang golongan III dan 4 orang golongan II, 
sebagaimana diketahui bahwa pangkat/golongan akan mempengaruhi 
pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan 
tugasnya. Dilihat dari pangkat/golongan pegawai pada BPPTSPM sangat 
berpotensi untuk memiliki pengetahuan dan keahlian yang tinggi dalam 
meningkatkan kualitas kerjanya.  
IV.6 Alur Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan 
1. pemohon mengajukan permohonan tertulis melalui formulir permohonan 
ditujukan kepada Kepala BPPTSPM dan melampirkan persyaratan lain. 
2. Staf penerima berkas memeriksa kelengkapan persyaratan (berkas akan 
dikembalikan apabila tidak memenuhi persyaratan kelengkapn 
permohonan). Jika berkas sudah lengkap diserahkan ke staf teknis. 
3. Berkas permohonan akan diolah dan dianalisis di bagian Back Officer 
untuk diberikan pertimbangan tehnis setelah dilakukan kunjungan 
lapangan akan diberikan rekomendasi tidak layak, apabila layak akan 
dilakukan proses penerbitan izin oleh staf tehnis. 
4. Kepala BPPTSPM memberikan legalisasi terhadap sertifikat izin usaha 
setelah diteliti lebih dahulu oleh kabid. Perizinan dan bagia tata usaha 
5. Sertifikat SIUP diserahkan kepada pemohon melalui staf penyerahan 
berkas dan dicatat dalam buku register, serta pemohon menandatangani 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai hasil penelitian tentang 
kualitas pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal Luwu Utara. Pada dasarnya, terdapat beragam alat ukur, 
tolak ukur, parameter, atau indikator kualitas layanan publik karena pihak yang 
menentukan kualitas beragam, berikut sudut pandangnya.  
Untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan yang berorientasi pelanggan  
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, 
penulis menggunakan model COSES yang dikemukakan oleh Chih-Tung Hsiao 
dan Jie-Shin Lin, yang tertuang kedalam 5 subsistem yaitu customer 
identification, Customer needs survey, Service System Design, Service Delivery 
dan Service Recovery.  
V.1 Customer Identification  
Customer Identification menyangkut bagaimana Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Luwu Utara mampu mengidentifikasi 
customer dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu Internal customer yaitu pegawai 
dan eksternal customer yaitu masyarakat yang diuraikan sebagai berikut : 
V.1.1 Internal customer 
Internal customer dalam hal ini adalah semua pegawai yang ada pada 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal 
Luwu Utara. Bagaimana BPPTSPM mampu mengidentifikasi pegawai yang 
ada. Pada BPPTSPM. Pegawai adalah objek dasar yang harus diberikan 
perhatian oleh Kepala BPPTSPM, karena pengetahuan pegawai mengenai 
aturan dan SOP serta keahlian lainnya akan memudahkan pelayanan 
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sehingga akan mempengaruhi kepuasan masyarakat yang dilayani. Oleh 
karena itu dibutuhkan pelatihan dan pendidikan kepada para pegawai yang 
memungkinkan mereka untuk memahami peraturan, sistem pelayanan, 
SOP, dan meningkatkan keahlian lainnya untuk memberikan pelayanan yang 
maksimal kepada pelanggan. Berikut tabel pelanggan internal dalam hal ini 
pegawai pada BPPTSPM: 
Tabel V.1. Pegawai BPPTSPM (Pelanggan Internal BPPTSPM) 
No Nama Jabatan 
1 Ir. M. ANUGERAH ALI ANWAR Kepala Bagian 
2 Ir. HASWAN WIDODO Kabag. Tata usaha 
3 Drs. H. ASPAR Kabid. Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan 
4 ANDI KASMAWATI, SH Kabid. Pengembangan Kinerja dan 
Pelayanan Pengaduan 
5 A.AMIRA SARI, S.Sos Kabid Penanaman Modal 
6 HAERUDDIN, SH Kasubid. Regulasi dan Pelayanan 
Pengaduan 
7 M. KEMAL T, S.STP, M.Si Staf 
8 HISBULLAH, S.Sos Kasubid. Pembinaan dan 
Pengawasan Penanaman Modal 
9 HADRIATI NASIR Kasubid. Pengembangan Kinerja 
10 FATMAWATI BASO AMIR, 
S.Sos 
Kasubag. Umum dan Kepegawaain 
11 MUZAKKIR, S.Sos Kasubag Keuangan 
12 ST. KHADIJAH, S.Sos Kasubid Promosi 
13 SULKIFLI INDRA ARMAN,S, 
S.Hut 
Kasubag Perencanaan dan 
Pelaporan 
14 HERNIWATY, SP Pemproses Penyelesaian Izin 
15 ANDI IDA SUKAESI, S.Kom Bendahara Gaji 
16 IKBAL, SE Pembantu Bendahara Pengeluaran 
17 LILIEK SURYANTI, SE Bendahara Pengeluaran 
18 RAHMAWATI, S.Sos Pengadministrasian Data 
Kepegawaian 
19 NAIPA, S.Sos Pengadministrasian Kinerja 
20 ROSMIATI, SE Penyerahan dan Pelaporan Izin 
21 KASIMANG, SE Bendahara Penerima 
22 HAMRIANI MADDU, S.Hut Pemproses Pelayanan Perizininan 
23 BUTSIANI ASIKIN, SH Pemproses Pelayanan Perizininan 
24 SITTI ALIYANTI, S,An Pendaftaran dan Registrasi 
Pengaduan 
25 NURMA, SE Pendaftaran Izin 
26 HASNAWATI RUSLI, S.Sos Pemproses Pelayanan Perizinan 
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27 MUH. PENRAYOK SUJAR 
TRISNA, SH 
Bendahara/Pengurus Barang 
28 WAHYU ASYUNI, S.An Pengolah Data Investasi 
29 PATLY PATTA, ST Pemproses Pelayanan Perizininan 
30 IRWANDA SETIAWAN.H.S.HUT Pemproses Pelayanan Perizininan 
31 ANDI BURHAN, SP Pemproses Pelayanan Perizininan 
32 HAIRUL Pemproses Pelayanan Perizininan 
33 ANDI PANGERANG Pemproses Pelayanan Perizininan 
34 M. NUR MUHTAR Pemproses Pelayanan Perizininan 
35 BAHARUDDIN Pemproses Pelayanan Perizininan 
Sumber : Bagian Umun dan Kepegawaian BPPTSPM Luwu Utara 
Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala BPPTSPM Luwu Utara : 
“pegawai pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan,  baik yang 
diadakan khusus untuk pegawai BPPTSPM, maupun yang diadakan oleh 
instansi lainnya. Kita biasa mengirim pegawai untuk mengikuti pendidikan 
dan pelatihan yang dilaksanakan oleh SKPD lainnya guna meningkatkan 
kualitas SDM yang ada pada BPPTSPM ini. (wawancara tanggal 7 Maret 
2016) 
 
Lanjut lagi beliau mengatakan bahwa : 
“ mengenai SOP untuk memudahkan bagi pegawai untuk memahami, 
kita bagikan untuk dibaca dan dipahami”. (wawancara tanggal 7 Maret 
2016) 
 
Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Luwu Utara sebagai berikut : 
“ teman - teman telah diberikan pelatihan untuk membuat program oleh 
bappeda selama 2 tahun, namun tidak semua matang jadi dipilih yang 
telah memenuhi kriteria.” (wawancara tanggal 7 Maret 2016) 
 
Selain memberikan pendidikan dan pelatihan, BPPTSPM juga 
mengadakan Studi Banding ke Instansi lain yang dianggap mampu 
memberikan contoh yang baik dalam memberikan pelayan. Sesuai dengan 
hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan dan Non Periizinan 
sebagai berikut : 
“bahkan kita sudah dua kali mengadakan study banding, kita sudah ke 
Palembang awalnya, yang kedua ini barusan kita pulang dari 
KabupatenKuburaya di Kalimantan Barat, ini peraih pelayanan terbaik. 




Hal senada diungkapkan oleh Kasubid Regulasi dan Pelayanan 
Pengaduan : 
“iya, kita pernah diikutkan pelatihan, pimpinan akan mengirimkan 
beberapa pegawai untuk diikutkan pelatihan  yang diadakan oleh instansi 
lain”. (wawancara tanggal 8 Maret 2016) 
 
Lanjut beliau menerangkan bahwa  
“ selain itu, kita telah melakukan study  banding, pertama ke 
Palembang, kemudian 2015 kemarin di Kalimantan Barat, sekitar bulan 
5”. (wawancara tanggal 8 Maret 2916) 
 
V.2.1 Eksternal Customer 
Eksternal customer yaitu siapapun yang terkait langsung dengan 
layanan yang disediakan oleh organisasi. Organisasi akan mengidentifikasi 
pelanggan eksternal, misalnya mengadakan survey untuk mengetahui 
bagaimana sifat pelanggan dan respon terhadap organisasi tersebut.  
Eksternal customer BPPTSPM adalah seluruh masyarakat Luwu Utara 
maupun dari luar daerah yang ingin mengurus izin dan non perizinan dan 
ingin berinvestasi di Luwu Utara. Berikut dipaparkan jumlah masyarakat 
yang mengurus izin pada BPPTSPM : 




Jumlah Izin Jum 






44 54 107 158 66 58 35 72 41 76 66 16 793 
Sumber : Bagian Umum dan Kepagawaian BPPTSPM Luwu Utara 
BPPTSPM telah mengidentifikasi masyarakat dengan mengadakan 
kegiatan survey langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi masyarakat 
yang memiliki usaha namun tidak mengurus izin usaha terlebih dahulu. Hal 
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ini diungkapkan oleh Kepala BPPTSPM Luwu Utara dalam hasil 
wawancara sebagai berikut: 
“jadi kita melakukan pemantauan fisik langsung di lapangan, itu ada 
ditemukan beberapa masyarakat yang memiliki usaha namun tidak 
memiliki izin”. (wawancara tanggal 7 Maret 2016) 
 
Lanjut beliau mengatakan 
“ kemudian kita sarankan untuk segera mengurus perizinan, semua 
tersebar di seluruh Kabupaten Luwu Utara. Hal - hal tersebut tersebar. 
Tidak menumpuk dia tersebar di seluruh daerah Luwu Utara” (wawancara 
tanggal 7 Maret 2016) 
 
Begitu pula yang dikatakan oleh Kabid. Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan: 
“jadi tahun lalu itu kita turun langsung, kita melakukan yang namanya 
penertiban izin, program jemput bola. Jadi kita ke lapangan dari desa ke 
desa, kita lakukan verifikasi yang mana yang sudah punya izin yang mana 
yang belum. Kita bekerja sama dengan camat dan Kepala desa setempat, 
jadi kadang kita titip blangko persyaratan - persyaratan perizinan di kantor 
desa ataupun kantor camat setempat, Cuma biayanya besar kalau kita 
terjun langsung ke lapangan dibandingkan kalau kita menungu disini 
karena mau dikasi makan itu tim yang turun, dikasi untuk perjalanan 
dinas, jadi biayanya agak besar ” (wawancara tanggal 7 Maret 2016) 
 
Begitu pun yang dikatakan dari hasil wawancara dengan Kasubid 
Regulasi dan Layanan Pengaduan : 
“ ya sudah, pada saat kita ke lapangan, banyak yang ingin mengurus 
izin namun dia terkendala di sabar menunggu lah begitu. Dia tidak mau 
ikut antri, kalau ke masamba mengurus butuh proses lama lagi, tidak ada 
yang jaga dagangannya, kadang – kadang mereka minta bantu untuk  
uruskan karena mereka tidak tahu prosedurnya bagaimana. Jadi kita titip 
blangko  pendaftaran izin di kantor desa atau kantor kecamatan 
setempat” (wawancara tanggal 8 Maret 2016) 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa BPPTSPM pada awal pembentukannya telah 
memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai, Selain itu, 
Kepala BPPTSPM mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan yang 
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diadakan oleh instansi lain, untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian 
pegawai guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. 
Meskipun telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai, 
Kepala BPPTSPM menyadari bahwa kualitas SDM yang ada pada 
BPPTSPM masih dianggap kurang, khusunya pemanfaatan teknologi serta 
sikap dan perilaku pegawai terutama pada tim teknis yang berhadapan 
langsung dengan masyarakat. Selain memberikan pendidikan dan 
pelatihan, Kepala BPPTSPM telah mengadakan studi banding sebanyak 
dua kali ke instansi peraih gelar pelayanan yang berkualitas untuk lebih 
memperluas pengetahuan dan keahlian yang dimilki oleh pegawai. Dengan 
adanya studi banding tersebut, pegawai dapat terjun langsung ke lapangan 
untuk melihat bagaimana proses pelayanan yang berkualitas dan 
diharapkan pegawai mampu mengadopsi bagiamana cara memberikan 
pelayanan yang baik kepada masyarakat dari instant pemerintahan yang 
telah dikunjungi yang dianggap dapat memberikan contoh bagi instansi 
pemerintahan lainnya.  
Selain itu, BPPTSPM juga telah mengidentifikasi pelanggan dalam hal 
ini masyarakat dengan cara terjun langsung ke lapangan atau pemantauan 
fisik langsung di lapangan untuk memferifikasi masyarakat yang telah 
memiliki surat izin dan yang belum serta masyarakat yang surat izinnya 
telah jatuh tempo. Juga mengidentifikasi faktor apa yang menyebabkan 
mereka untuk tidak mengurus izin usaha.  
Jadi dapat disimpulkan, pada indikator identifikas pelanggan, baik 
internal maupun eksternal pelanggan telah dilaksanakan oleh Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal 
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(BPPTSPM) Luwu Utara,  meskipun dalam pelaksanaannya perlu untuk 
lebih ditingkatkan, khusunya pemberian pendidikan dan pelatihan kepada 
pegawai.  
V.2 Customer Need Survey 
Organisasi mengumpulkan informasi penuh mengenai lingkungan dan 
kepentingan orang-orang yang terkait, kemudian menggabungkannya ke dalam 
satu rencana strategis organisasi, memverifikasi kebutuhan pelayanan dari 
berbagai kepentingan orang-orang di dalam organisasi tersebut, dan melakukan 
survey rutin tentang kepuasan pelanggan untuk mengetahui tuntutan pelanggan. 
Dalam penelitian ini fokus penelti yaitu survey rutin terhadap kepuasan 
pelanggan.  
Berikut hasil wawancara dengan Kepala BPPTSPM Luwu Utara : 
 
“ dalam rangka mencoba menegakkan ketentuan peraturan perundang – 
undangan terkait dengan kewajiban – kewajiban yang harus dipenuhi 
masyarakat dalam rangka mengurus keperluan izinnya, itu kita melakukan 
kegiatan sosialisasi di seluruh wilayah kecamatan. Dengan adanya sosialisasi 
ini kita juga dapat mendengarkan langsung apa yang menjadi tuntutan atau 
kebutuhan masyarakat. Selain itu, pada saat terjun ke lapangan, kita 
berhadapan langsung dengan masyarakat dan mendiskusikan apa yang 
menjadi kendala dan tuntutan masyarakat” (wawancara tanggal 7 Maret 2016) 
 
Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa : 
“ jadi pendataan tentang kebutuhan pelanggan itu, pernah kita buat dan kita 
tuangkan kedalam sebuah penyusunan dokumen basis data, basis data yang 
mengidentifikasi jenis usaha di masyarakat, dari jenis usaha tersebut kita tahu 
bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, selain itu kita juga rutin 
mengadakan survey tentang kepuasan pelanggan atau masyarakat. Jadi setiap 
masyarakat yang datang akan diberikan kuisioner yang berisi mengenai 
pemberian pelayanan yang ada pada BPPTSPM Ini”. (wawancara tanggal 7 
Maret 2016) 
 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kabid Perizinan dan Non Perizinan : 
“kita di depan ada pengisian kuisioner untuk masyarakat yang datang 
mengurus perizinan, jadi kita melakukan survey langsung kepada masyarakat, 
apakah pelayanan kita ini memuaskan atau tidak, jadi kita tahu apa yang 
menjadi tuntutan masyarakat” (wawancara tanggal 7 Maret 2016) 
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Kabid. Pengembangan Kinerja dan Pelayanan Pengaduan juga mengatakan 
hal yang serupa : 
“ didepan ada kuisioner tentang indeks kepuasan masyarakat. Jadi kita 
mengadakan per semester yaitu setiap 6 bulan sekali” (wawancara tanggal 8 
Maret 2016) 
 
Gambar V.1 Kuisioner Survey IKM (Sumber Bidang Pengembangan 
Kinerja dan Pelayanan Pengaduan BPPTSPM Luwu Utara, tanggal 8 Maret 
2016) 
Berikut adalah hasil dari survey IKM yang telah dilaksanakan oleh BPPTSPM : 
Tabel V.3 Rekapitulasi survey IKM BPPTSPM 
 Nilai IKM Mutu pelayanan 
Kinerja 
pelayanan 
2013 79.93 B Baik 
2014 75.56 B Baik 
2015 77.13 B Baik 




Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata – rata nilai IKM BPPTSPM 
semenjak berdirinya yaitu 77.54. Mutu pelayanan dan kinerja pelayanan pada 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal 
(BPPTSPM) Luwu Utara dari hasil Indeks Kepuasan Masyarakat adalah bernilai  
B (baik). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ditargetkan 
dengan nilai 95, tetapi yang dapat dicapai berdasarkan hasil survei Indeks 
Kepuasan Masyarakat pada tahun 2015 yaitu 77.13. Hal tersebut dipengaruhi 
oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPPTSPM dalam menunjang 
pelayanan, diantaranya : 
a. Infrastruktur yang belum memadai 
b. Tempat/kantor yang dijadikan sebagai tempat pelayanan kepada  
masyarakat, selain lokasi yang kurang strategis juga belum permanen 
c. Fasilitas pelayanan yang masih terbatas 
d. Loket informasi, pendaftaran, penerimaan, penyerahan, serta loket 
pengaduan masih disatukan. 
e. Tempat pembayaran retribusi masih harus ke kantor bank yang ditunjuk 
yang letaknya berjauhan dari tempat pelayanan BPPTSPM 
f. Keterbatasan SDM yang dimiliki, baik dari segi kualitas maupun kuantitas 
masih kurang. (Sumber LAKIP 2015 Badan pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu dan Penanaman Modal) 
Dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber dan observasi 
langsung dapat disimpulkan bahwa BPPTSPM telah melaksanakan kegiatan 
survey langsung yang diadakan tiap semester yaitu setiap 6 bulan sekali dengan 
cara membagikan kuisioner kepada masyarakat mengenai pelayanan yang 
diberikan oleh BPPTSPM. Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan 
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Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan, masyarakat menilai BPPTSPM 
memiliki kinerja baik dengan nilai rata – rata 77,54.  
V.3 Service  system design 
Dalam desain system pelayanan empat item yang perlu diperhatikan dan 
dipaparkan sebagai berikut : 
V.3.1 Lingkungan Layanan Hardware.   
 Hal ini mengacu tentang sarana dan prasarana yang ada dalam suatu 
organisasi. Karena pelayanan yang baik adalah didukung dengan sarana dan 
prasarana yang memadai seperti gedung, toilet, tempat parker, meja, kursi, 
computer, papan informasi, ruang tunggu dan lain – lain.  
 Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala BPPTSPM mengenai 
fasilitas yang ada pada BPPTSPM: 
 “ mengenai kantor yang digunakan sekarang masih besifat sementara, 
gedung ini adalah rumah jabatan Bupati yang tidak digunakan oleh bupati 
sebelumnya, oleh karena itu kita dipindahkan kesini, berbagi dengan Dinas 
Pemuda dan Olahraga dan dinas pertanahan. Mengenai fasilitas – fasilitas 
yang ada, Karena gedungnya masih sementara jadi fasilitas yang ada juga 
kurang memadai. Tapi hal ini tidak mengurangi sedikitpun untuk memberikan 
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat” (wawancara tanggal 7 Maret 
2016) 
 
Demikian halnya yang dikatakan oleh Kabid Perizinan : 
 “ memang ini kantornya tidak memadai soalnya ini kan kita pinjam ini 
rujab bupati,  mudah untuk dimasuki oleh orang lain karena jendela – 
jendelanya ini tidak aman, ini kita baru kehilangan computer sebanyak 6 unit. 
Jadi kita hanya menggunakan laptop pribadi dulu untuk menyelesaikan 
pernohonan izin yang masuk. Disini kita memang masih kekurangan 
computer. Memang sarana dan prasaranya ini sangat tidak memadai, itu 
saja meja – mejanya bolong – bolong itu, hanya kita modifikasi, kita kasi kain 
sehingga tidak kelihatan bolong – bolongnya. Jadi bulan lalu itu kita 
berbenah. Loket juga kita telah pisahkan, mulai dari loket informasi, 
pendaftaran, penerimaan, penyerahan, serta loket pengaduan, selain itu kita 
juga telah menyediakan brosur mengenai persyaratan, mekaanisme serta 
informasi lainnya yang dibutuhkan untuk mengurus izin” (wawancara tanggal 











Gambar V.2 Kondisi Sarana BPPTSPM (Sumber : hasil observasi lapangan 





Gambar V.3. kuesioner dan brosur persyaratan dan prosedur pelayanan 
(Sumber : Hasil observasi lapangan pada tanggal 7 Maret 2016)  
Beliau melanjutkan : 
 “Cuma karena ruangannya disini masih terbatas, jadi tim teknis tidak bisa 
berkantor disini, tim teknis yang ada masih berkantor pada skpd – skpd 
masing – masing. Jadi caranya kami siasati ya begitu izin masuk disini, kita 
telfon tim teknisnya datang ambil” (wawancara tanggal 7 Maret 2016) 
 




 “ kalau disini sangat susah airnya, jadi kalo kita mau masuk ke toilet kita 
harus membeli air terlebih dahulu karena disini tidak ada air, jadi kita pesan 
air galon untuk keperluan di toilet ataupun untuk sholat. (wawancara tanggal 
29 Februari  2016) 
 
 Hal ini dipertegas oleh kabid. Pengembangan Kinerja dan  Pelayanan 
Pengaduan dengan melihat hasil IKM yang ada sebagai berikut: 
 “ kita masih dinilai baik. Karena umpama kita mau dinilai sangat baik itu 
nilai 80 kita tidak memungkinkan karena kantor kita belum ada, hanya 
tempat sementara, kalau yang rata – rata mendapat nilai sangat baik itu 
yang sudah punya kantor, tapi kita lumayanlah dapat nilai baik”. (wawancara 
tanggal 8 Maret 2016) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat 
diketahui bahwa sarana dan prasarana yang ada pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal masih kurang 
memadai.  
 Hal ini didukung dengan hasil observasi penulis yaitu sarana dan 
prasarana memang sangat tidak memadai. Selain itu ruangan yang tersedia 
juga sangat sempit. Tempat parkir yang tidak memadai. Lokasi di sekitar 
BPPTSPM terbilang luas, namun karena keadaan lingkungan sekitar yang 
gersang dan tidak tersedianya tempat parkir yang memadai, membuat 
kendaraan pegawai maupun masyarakat yang datang mengurus izin terkena 
terik matahari langsung. Toilet yang ada kurang terjangkau karena terpisah 
dengan badan kantor dan tidak tersedianya air sehingga mengharuskan 
pegawai untuk membeli air dari luar.  
 Berikut hasil wawancara dengan masyarakat yang datang langsung di 
kantor BPPTSPM : 
 “ disini ruangannya sempit, jadi kalo banyak orang antri kita sempit – 
sempitan, selain itu panas sekali karena tidak ada ac di ruangannya baru 
tidak ada juga kipas angin di ruang tunggu“. (wawancara dengan ny. Ha 




Lanjut beliau mengatakan bahwa 
 “ disini luas area untuk parkir tapi karena kita parkir di area kosong yang 
tidak ada atapnya jadi kendaraan kita akan terpapar matahari langsung. 
Sebenanya ada tempat parkir yang tersedia namun karena sempit dan 
berada tepat di depan gedung sehingga hanyya beberapa kendaraan yang 
termuat” (wawancara tanggal 9 Maret 2016) 
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Tn. MY sebagai berikut  
 “ luas tempat parkirnya, cuma karena panas sekali disana dan gersang 
jadi kendaraan yang diparkir langsung kena terik matahari selain itu ruang 
tunggunya juga sempit“. (wawancara pada tanggal 9 Maret 2019) 
 
 “ disini pelayanannya sudah bagus Cuma sempit rungannya. Kursi 
tempat tunggunya itu masih kurang, dan ruangganyya panas”. (wawancara 
dengan Tn.Sa pada tanggal 10 Maret 2016). 
 
Begitu pula yang diungkapkan oleh Tn.Ta sebagai berikut 
“ sempit ruangannya karena ini gedung rujab dulu cuma karena tidak 
ditempati makanya dipindahkan kayaknya ini BPPTSPM kesini, panas 
sekali juga disini baru tidak ada toiletnya, ada ji katanya cuma diatas agak 









Gambar V.4 loket pelayanan dan ruang tunggu BPPTSPM (Sumber: hasil 




Gambar V.5 Area Parkir BPPTSPM (Sumber: hasil observasi pada tanggal 
9 Maret 2016)  
 Kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada, tidak dapat 
dipungkiri akan mempengaruhi kualitas pelayanan pada BPPTSPM. Seperti 
masih terbatasnya computer yang dimiliki akan menghambat proses 
pengurusan izin yang ada pada BPPTSPM, ruangan yang sempit sehingga 
kurang maksimalnya pelayanan izin yang diberikan, hal ini juga akan 
menghambat proses penyelesaian izin, karena tim teknis yang ada masih 
berkantor pada SKPD masing – masing jadi membutuhkan waktu yang lebih 
lama lagi untuk menghubungi mereka, baru kemudian datang di BPPTSPM 
untuk mengambil berkas perizinan tersebut. selain itu toilet yang kurang 
terjangkau karena terpisah dengan badan kantor serta tidak tersedianya air 
sehingga pegawai hanya membeli air dari luar untuk keperluan sehari – hari 
seperti untuk buang air kecil dan untuk wudhu. Semua hal tersebut akan 
sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
yang diberikan.  
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V.3.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) 
 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 
2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat 
BPPTSPM adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok 
dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan penanaman 
modal di daerah dengan sistem satu pintu. Berdasarkan peraturan tersebut,  
penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu 
dalam satu pintu dan satu tempat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 
dengan kabid perizinan dan non perizinan sebagai berikut : 
 “ di depan ada loket, jadi masyarakat yang ingin mengurus izin akan 
diberikan informasi mengenai persyaratan – persyaratan yang harus 
dipenuh dan informasi mengena prosedur pelayanan. Setelah berkasnya 
lengkap, baru kemudian di serahkan kesini untuk diverifikasi, diadakan 
peninjauan lokasi oleh tim teknis, apabila telah lengkap dan keadaan di 
lapangan telah sesuai baru kemudian dicetak izinnya. Setelah selesai 
kemudian diserahkan kembali ke loket yang ada di depan untuk kemudian 
diserahkan kepada pemohon/masyarakat” (wawancara tanggal 7 Maret 
2016) 
 
 Berikut adalah sistem pelayanan BPPTSPM mengenai peryaratan, 
prosedur pelayanan dan waktu penyelesaian Surat Izin Usaha Perdagangan 
(SIUP) berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/2/ /2013 
Tentang Standar Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan Usaha pada 
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten 






1. Mengisi formulir permohonan  
2. Melampirkan foto copy KTP 
3. Melampirkan foto copy Pajak Bumi Bangunan (IMB) 
4. Melampirkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)  
5. Melampirkan foto copy SITU yang masih berlaku 
6. Melampirkan pas foto ukuran 3×4 sebanyak  2 lembar (warna) 
7. Melampirkan akte pendirian perusahaan bagi yang bebadan hukum.  
b. Prosedur Pelayanan 
1. pemohon mengajukan permohonan tertulis melalui formulir 
permohonan ditujukan kepada Kepala BPPTSPM dan melampirkan 
persyaratan lain 
2. Staf penerima berkas memeriksa kelengkapan persyaratan (berkas 
akan dikembalikan apabila tidak memenuhi persyaratan kelengkapn 
permohonan). Jika berkas sudah lengkap diserahkan ke staf teknis.  
3. Berkas permohonan akan diolah dan dianalisis di bagian Back Officer 
untuk diberikan pertimbangan tehnis setelah dilakukan kunjungan 
lapangan akan diberikan rekomendasi tidak layak, apabila layak akan 
dilakukan proses penerbitan izin oleh staf tehnis. 
4. Kepala BPPTSPM memberikan legalisasi terhadap sertifikat izin 
usaha setelah diteliti lebih dahulu oleh kabid. Perizinan dan bagia tata 
usaha 
5. Sertifikat SIUP diserahkan kepada pemohon melalui staf penyerahan 
berkas dan dicatat dalam buku register, serta pemohon 
menandatangani tanda terima sertifikat di bagian front officer  
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c. Waktu penyelesaian 
10 (sepuluh) hari kerja sejak pengembalian formulir isian dan 
lampirannya.  
Berikut hasil wawancara dengan Kepala BPPTSPM  
“jadi SOP itu diberikan kepada pegawai untuk dibaca dan dipahami, 
dan untuk memudahkan juga untuk dipahami oleh pelanggan atau 
masyarakat, SOP itu kita berikan brosur, setiap izin beserta persyaratan 
dan prosedurnya kita tuangkan kedalam brosur tersebut”. (wawancara 
tanggal 7 Maret 2016) 
 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kabid Perizinan dan Non Perizinan 
sebagai berikut: 
“ SOP kita sudah lakukan, jadi kita upayakan memang ini seoptimal 
mungkin, SOPnya kita sudah menyusun dan kita lakukan.jadi pegawai 
telah bekerja sesuai dengan SOP”. (wawancara tanggal 7 Maret 2016) 
 
Namun terdapat hal yang menarik dikatakan oleh Kasubid Regulasi dan 
Pelayanan Pengaduan sebagai berikut : 
“SOP sudah dijalankan. Itukan menjadi dasar untuk melaksanakan 
penerbitan izin. Untuk waktu penyelesaian izinnya, kadang juga lambat 
kadang juga cepat. Yang menjadi penghambatnya, misalnya Tim Teknis 
dari Instansi lain tidak berada di tempat, nah itu kan terkendala. Tidak akan 
diproses itu izin kalau tidak lengkap. Kadang juga pimpinan keluar daerah, 
kan tidak bisa diwakili untuk tanda tangan, persoalan itu saja”. (wawancara 
tanggal 8 Maret 2016) 
 
Berikut hasil wawancara dengan masyarakat yang mengurus Surat Izin 
Usaha Perdagangan : 
“ prosedurnya disini sudah bagus karena kita tidak kesana kemari lagi 
mengurus izin. Sudah disatukan semua, jadi kita tidak akan capek lagi 
mondar – mandir lagi. Sudah bagus prosedurnya begini.  waktu 
penyelesaian surat izin ku itu sekitar satu minggu, tidak terlalu lama ”. 
(wawancara dengan Ny. Ha pada tanggal 9 Maret 2016) 
 
“ sekarang kan sudah satu pintu, jadi jika kita mengurus izin tidak 
mondar – mandir lagi, tidak terlalu ribet pengurusannya karena sudah 
disatukan  semua. Dulu saya satu minggu lebih baru pergi ambil surat izin 
saya, tapi ketika saya ke BPPTSPM mau ambil ternyata belum selesai, 
kata pegawainya belum ditanda tangani, jadi besoknya baru saya pergi 
ambil, perkiraan saya sudah selesai karena sengaja memang lewat – lewat 
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satu minggu baru pergi ambil ternyata surat izin saya belum ditanda 
tangani”. (hasil wawancara dengan tn. MY pada tanggal 9 Maret 2016) 
 
“ sangat mudah sekarang mengurus izin karena sudah disatukan 
tempatnya, sistemnya sekarang sudah satu pintu jadi sangat memudahkan 
untuk kita mengurus izin. Waktu penyelesaian izinnya juga sesuai dengan 
ketentuan. Saya 5 hari sudah selesai surat izin ku karena lengkap mi 
semua berkas – berkas ku dan tidak adanya pungutan biaya karena saya 
dulu mengurus izin usaha (kutipan wawancara dengan ny. Iklimah tanggal 
28 Maret 2016) 
 
Begitu pula yang dipaparkan oleh Ny. Hd sebagai berikut  
“ iya, mudah sekali prosedurnya sekarang karena satu tempat semua 
mengurus izin. Tidak berbelit – belit lagi asalkan lengkap semua berkas 
akan cepat selesai surat izin. Saya sekitar satu minggu sudah jadi surat izin 
ku. Sekarang sudah cepat selesai kalau mau mengurus izin. Tidak ada di 
bayar kalau mengurus surat izin usaha, gratis ” (wawancara tanggal 15 
Maret 2016). 
 
“ tidak kesana kemari lagi kalau kita mengurus izin karena semua 
sudah disatukan, tidak berbelit – belit lagi urusannya. Cepat juga selesai 
kalau mengurus izin, katanya dulu itu lama sekali baru selesai kalau 
mengurus izin tapi Alhamdulillah sekarang sudah cepat selesai. Sudah 
bagus ini begini” ( wawancara dengan Ny. Nu pada tanggal 28 Maret 2016) 
 
Namun ada pula masyarakat yang proses penyelesaian izinnya 
terhambat, berikut hasil wawancaranya  
“ sudah bagus kalau kita mau urus izin sekarang karena sudah 
disatukan semua. Jadi prosedurnya tidak berbelit – belit lagi, tidak kesana 
kemari lagi urus izin. Tapi lama sekali baru jadi izinku dulu, kurang lebih 
satu bulan baru selesai, ternyata ada berkas ku yang belum lengkap tapi 
baru diberi tahu sama pegawainya, katanya pegawainya yang kurang teliti, 
jadi kekurangan berkasnya baru ditanya. Baru saya lengkapi bdan 
diproses”. (wawancara dengan ny. IM pada tanggal 15 Maret 2016). 
 
Hal tersebut didukung oleh hasil telaah pustaka penulis yang 
menemukan bahwa adanya pengaduan masyarakat sebanyak 4 pengaduan 
pada tahun 2015 dan 1 pengaduan pada bulan januari sampai Maret 2016 
tentang lamanya proses penyelesaian izin dan sikap pegawai, penyebabnya 




Dari pemaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal telah 
menjalankan SOP dengan baik. Meskipun masih terdapat beberapa 
masyarakat yang proses penyelesaian izinnya tidak sesuai dengan 
ketentuan waktu proses penyelesaian izin yaitu 10 (sepuluh) hari kerja 
setelah diterimanya permohonan dengan lengkap dan benar).  
V.3.3 E- Service.  
 E-service merupakan pelayanan yang berbasis elektronik. Pemanfaatan 
teknologi seperti computer, telepon. Internet dalam memberikan pelayanan 
yang maksimal kepada pelangga atau masyarakat.  
 Berdasarkan hasil observas penulis, untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal (BPPTSPM) Luwu Utara hanya berkisar pada 
pemanfaatan komputer , telepon dan email. Hal ini didukung oleh pernyataan 
Kabid. Perizinan dan Non Perizinan sebagai berikut : 
 “sementara ini kita kembangkan aplikasinya, jadi kita ingin nanti ini 
orang bisa mendaftar dan mengadu lewat internet saja. Ini sementara kita 
rakit.  Webnya sebenarnya sudah ada hanya persoalannya disini jaringan. 
Kemarin kan sebenarnya kita sudah pake wifi cuma karena rencana kemarin 
kita mau pindah ke kantor sebelah akhirnya dikasi pindah duluan dia, 
akhirnya macet lagi itu. Jadi untuk menggunakan web masih terkendala. 
Padahal itu kita sudah bekerja sama dengan Telkom Pare – pare pasang 
disini. Untuk pelayanan pengaduan, selain masyarakat datang langsung di 
kantor kami juga bisa melalui telepon dan email kami“.(wawancara tanggal 7 
Maret 2016) 
 
















 Gambar V.6 Aplikasi Web BPPTSPM (Sumber: hasil observasi pada 
tanggal 7 Maret 2016) 
 Hal ini juga diperjelas oleh pegawai yang khusus menangani bagian 
server dan aplikasi sebagai berkut: 
“disini webnya sudah ada yaitu perizinan.lutra.web.id, kita belum bisa 
mengikut dengan web pemerintah Kabupaten Luwu Utara karena kita masih 
sementara diproses di Dinas Perhubungan. Namun karena masalah jaringan 
disini yang kurang baik, jadi masyarakat  susah untuk mengakses web 
tersebut, karena kita disini hanya menggunakan Speedy”. (wawancara 
tanggal 7 Maret 2016)   
 
 Begitu pula yang dikatakan oleh Kabid. Pengembangan Kinerja dan 
Pelayanan Pengaduan sebagai berikut : 
 “disini sistem pengaduannya itu bisa dilakukan secara lisan dan tulisan, 
melalui telepon, dan melalui email”. (wawancara pada tanggal 8 Maret 2016) 
 
 Hal yang sama juga ditemui penulis ketika melakukan observasi 
dilapangan yaitu pada kantor BPPTSPM, hanya satu computer yang dapat 
mengakses internet karena jaringan yang tersedia masih terbatas. Demikan 
juga ketika penulis ingin mengakses web tersebut, ternyata webnya error.  
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan 
oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pelayanan berbasis elektronik pada 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, 
masih berkisar pada penggunaan computer, telepon dan email. Untuk 
memaksimalkan pelayanan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
dan Penanaman Modal masih sementara mengembangkan web agar 
masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai BPPTSPM dan 
mendaftarkan izin melalui web tersebut. Namun, ada beberapa kendala 
seperti masih minimnya sarana dan prasara yang dimiliki oleh BPPTSPM, 
misalnya masih kurangnya unit computer yang tersedia, jaringan untuk 
internet yang masih minim. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal 
kepada masyarakat diperlukan sarana dan prasara yang memadai, 
sedangkan yang dimiliki oleh BPPTSPM masih kurang memadai.  
V.3.4 Sistem insentif kariawan.  
  Penerapan sistem reward dan punishment terhadap pegawai yang 
memiliki kinerja yang baik dan sebaliknya. Reward dan punishment 
merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi seseorang untuk 
melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. Pada dasarnya 
keduanya sama – sama dibutuhkan dalam memotivasi seseorang, termasuk 
dalam memotivasi para pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. Jadi 
sistem reward dan punishment dibutuhkan organisasi untuk meningkatkan 
kinerja pegawai.  
 Berikut hasil wawancara dengan Kepala BPPTSPM : 
  “ kita belum menerapkan itu, kita fokus dulu untuk bagaimana mencapai 
standar pelayanan minimal. Jadi itu dulu yang menjadi fokus kita. Jadi 
untuk sistem reward dan punishment kita belum terapkan. (wawancara 
tanggal 7 Maret 2016) 
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  Hal yang sama juga dikatakan oleh Kabid. Perizinan dan Non Perizinan 
sebagai berikut : 
 “kalau itu belum dilaksanakan. Tapi pimpinan selalu memberikan 
motivasi – motivasi kepada pegawai disini agar bekerja dengan baik dan 
memberikan pelayanan yang maksimal kepada pegawai. Kita juga sering 
memberikan motivasi kepada pegawai apabila di depan suasananya 
kurang kondusif, seperti kebersihan ruangan atau pegawai ribut – rebut, 
jadi disini kita kumpulkan untuk memberikan motivasi – motivasi agar dapat 
menciptakan ruangan yang kondusif. ” (wawancara tanggal 7 Maret 2016) 
   
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem 
reward dan punishment belum diterapkan pada Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (BPPTSPM) Luwu Utara. Pimpinan 
BPPTSPM hanya memberikan motivasi pegawai untuk memberikan pelayanan 
yang maksimal kepada masyarakat, dan menegur langsung pegawai yang tidak 
menjalankan tugasnya dengan baik.  
V.4 Service Delivery 
Karyawan-karyawan siap untuk melayani dan memberi pertolongan kepada 
pelanggan, Sikap karyawan dan keahlian akan terlibat dalam bagian ini. Sikap 
pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan sangat 
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPPTSM kepada 
masyarakat. Sikap pegawai dalam hal ini seperti ramah, peduli dan sopan.  
Sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/2/2013 
Tentang Standar Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Perizinan Usaha pada 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal 
Kabupaten Luwu Utara, pegawai dituntut untuk bersikap jujur, teliti, kerjasama, 
komunikatif dan pengendalian emosi. Selain itu, dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, pegawai BPPTSPM terutama staf yang bertugas pada loket 
pelayanan dan informasi maupun pengaduan berpegang pada maklumat layanan 
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yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPTSPM No. 
188.4.45/BPPTSPM/207/VII/2013 sebagai berikut : 
1. Memberikan pelayanan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan 
Minimal, Standar Operasional Prosedur dan Kode Etik Internal Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. 
2. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan memiliki 
integritas yang tinggi 
3. Menyelenggarakan proses perizinan dengan mudah, cepat dan 
transparan 
4. Melayani dengan ramah Sopan dan professional 
5. Menciptakan suasana ruangan pelayanan yang bersih, sejuk dan 
nyaman. 
Berikut hasil wawancara dengan Kabid. Perizinan dan Non Perizinan sebagai 
berikut :  
“ kita sudah bekerja sesuai dengan SOP yang ada, walaupun ruangan ini 
kita pinjam – pinjam, tapi kita sudah memenuhi standar pelayanan. Semua kita 
sudah buat sesuai dengan standar ISO” (wawancara tanggal 7 Maret 2016) 
Lanjut beliau mengatakan bahwa : 
“ jadi pegawai sudah memberikan pelayanan yang ramah, Sopan dan 
professional, lihat saja slogannya di depan kami bangga melayani anda. Jadi 
kita sudah menjalankan sesuai SOP, tinggal masyarakatnya saja, karena kita 
tidak bisa membuat semua orang puas dengan pelayanan kita”. (wawancara 
tanggal 7 Maret 2016) 
 
Namun, terdapat hal berbeda yang dikatakan oleh Kabid. Pengembangan 
Kinerja dan Pelayanan Pengaduan sebagai berikut : 
“ ada pengaduan mengenai ketidakpuasan dengan pegawai kita disini, kan 
itukan kita tampung semua. Pernah juga ada staf kami yang coba – coba minta 




Hal ini didukung oleh pernyataan Kasubid. Regulasi dan Pelayanan 
Pegaduan sebagai berikut : 
“ ada beberapa masyarakat yang mengadu mengenai sikap pegawai disini, 
kadang juga ada lewat telfon bahwa ini ada staf yang begini – begini, ya 
langsung kita pangil kesini siapa stafnya yang bersangkutan, terus kita laporkan 
kepada pimpinan, pimpinan yang memberikan arahan dan petunjuk”. 
(wawancara tanggal 8 Maret 2016) 
Berikut hasil wawacara dengan masyarakat yang telah mengurus perizinan di 
BPPTSPM : 
“ pegawai yang melayani itu ramah – ramah, Sopan,  dan murah senyum , 
kita akan disapa kalau memasuki ruangan. Kita juga akan diarahkan apabila 
ada yang tidak kita ketahui”. (wawancara dengan Ny. Hd pada tanggal 15 Maret 
2016) 
“ sikap pegawainya bagus, ramah, kita langsung disapa kalau masuk. Sopan 
juga cara bicara sama kita, ”. (Ny. Ha pada tanggal 9 Maret 2016) 
 
Begitu pula yang disampaikan oleh Ny. SS sebagai berikut : 
“ ramah sekali pegawainya, sopan juga caranya menjelaskan sama kita dan 
bertanggung jawab dan mampu menjelaskan secara detail apa yang kita 
tanyakan mengenai persyaratan dan prosedur perizinan” (wawancara pada 
tanggal 26 Maret 2016) 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Ny. Us sebagai berikut : 
“ Sopan pegawainya berikan pelayanan sama kita, pegawainya menjelaskan 
bagaimana prosedur dan persyaratan untuk mengurus izin dengan baik dan 
ramah”. (wawancara pada tanggal 31 Maret 2016) 
“ ramah dan sopan pegawainya sama kita, Cuma kurang teliti memeriksa 
berkas – berkas persyaratan mengurus izin, makanya lama baru selesai surat 
izin ku. ( hasil wawancara dengan Ny. IM pada tanggal 15 Maret 2016). 
“ kalau pegawainya ramah – ramah, Sopan caranya bicara, kita akan 
dijelaskan apa saja persyaratan dan prosedurnya kalau mau mengurus izin” 
(wawancara dengan Ny. Nu pada tanggal 28 Maret 2016) 
Menurut hasil pengamatan penulis berdasarkan observasi langsung pada 
BPPTSPM, pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ramah 
dan sopan. Pegawai mampu menjelaskan mengenai persyaratan yang 
diperlukan untuk mengurus perizinan dan prosedur pelayanannya. Masyarakat 
yang kurang mengerti dan bingung tentang persyaratan dn prosedurnya, akan 
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ditanggapi dengan cara diarahkan dan dijelaskan dengan rinci. Dapat dikatakan 
bahwa pegawai telah bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.   
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan 
bahwa pegawai dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan SOP dan 
maklumat layanan yang dikeluarkan oleh Kepala BPPTSPM yang dibuktikan 
dengan sikap pegawai yang sopan, ramah, bertanggung jawab dan professional 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengurus perizinan. 
Namun masih terdapat pegawai yang kurang teliti dalam melaksanakan 
tugasnya. Hal tersebut didukung dengan hasil telaah pustaka rekapitulasi 
pengaduan masyarakat, masih terdapat pegawai yang kurang teliti dalam 
melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan adanya masyarakat yang 
mengadu kepada BPPTSPM tentang terlambatnya penyelesaiaan izin miliknya 
yang ternyata disebabkan oleh kurang telitinya pegawai dalam memeriksa 
kelengkapan berkas pemohon.  
V.5 Service Recovery 
Karyawan-karyawan pertama - tama seharusnya mempunyai mindset yang 
sesuai dengan kepentingan pelanggan, dengan cara membangun komunikasi 
yang baik dengan pelanggan. Proses ini dilakukan dengan menciptakan sistem 
feedback. Program ini akan memperkuat pemahaman pekerja/karyawan jika 
pelayanan yang mereka sediakan cocok/sesuai dengan kebutuhan/harapan 
customer.  
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal 
(BPPTSPM) Luwu Utara dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat 
mengadakan layanan pengaduan. Dengan adanya layanan pengaduan ini, 
masyarakat dapat memberikan saran dan kritik kepada BPPTSPM mengenai 
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apapun dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan. Sehingga pihak 
BPPTSPM akan mengetahui kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat, hal apa 
yang perlu dibenahi serta seberapa puas masyarakat dengan pelayanan yang 
diberikan.  
Berikut hasil wawancara dengan Kabid. Pengembangan Kinerja dan 
Pelayanan Pengaduan : 
“pelayanan pengaduan adalah saluran pengaduan yang disediakan oleh 
BPPTSPM untuk memberikan ruang kepada masyarakat menyalurkan kritik dan 
saran yang ditujukan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
dan Penanaman Modal. Sistem pengaduanya bisa dengan cara datang 
langsung di kantor, lewat tulisan (Surat), telepon dan email”. (wawancara 
tanggal 8 Maret 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan diatas, berikut sistem 
layanan pengaduan pada BPPTSPM : 
1. pelayanan pengaduan pada BPPTSPM dapat dilakukan dengan cara: 
a. Datang langsung pada BPPTSPM 
b. Surat  
c. Telepon 
d. Email 
2. Prosedur pelayanan pengaduan sebagai berikut : 
a. Datang langsung pada BPPTSPM: bagi masyarakat yang datang 
langsung di BPPTSPM pertama-tama mengisi format pengaduan 
yang disediakan oleh pihak BPPTSPM, setelah itu pemohon 
menyalurkan pengaduannya kepada pihak BPPTSPM dan langsung 
diselesaikan di tempat. Apabila permasalahan tidak dapat 
diselesaikan di BPPTSPM, pegawai dan pihak yang bersangkutan 
terjun langsung ke lokasi dengan bekerja sama dengan pemerintah 
setempat untuk menyelesakan permasalahan yang ada.  
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b. Surat. Masyarakat juga dapat melakukan pengaduan dengan menulis 
surat dan dimasukkan kedalam kotak pengaduan yang telah 
disediakan oleh BPPTSPM. Kemudian ditindaklanjuti oleh pihak 











Gambar V.7 Kotak Pengaduan dan saran ( Sumber : hasil observasi 
pada tanggal 8 Maret 2016) 
c. Telepon. Selain datang langsung pada kantor BPPTSPM, masyarakat 
juga dapat melakukan pengaduan melalui telepon. Nomor telepon 
yang digunakan adalah 081340224700. Selain itu masyarakat juga 
dapat menghubungi pimpinan dan pegawai BPPTSPM lainnya. 
Kemudian pihak BPPTSPM akan menindaklanjuti pengaduan 
masyarakat tersebut.  
d. E-mail. Masyarakat juga dapat melakukan pengaduan melalui email 
BPPTSPM yaitu pengaduan@bpptspm_luwuUtara.com 




Table V.4  Rekapitulasi Pengaduan pada BPPTSPM 
















Sumber : Bidang Pengembangan Kinerja dan Pelayanan Pengaduan 
BPPTSPM Luwu Utara 
Berdasarkan tabel  diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 jumlah 
pengaduan adalah 15 pengaduan dan mengalami peningkatan pada ahun 2014 
yaitu 17 pengaduan, dan menurun pada tahun 2015 yaitu 11 pengaduan. Semua 
pengaduan yang masuk dapat terselesaikan oleh pihak BPPTSPM. Hal ini sesuai 
dengan hasil wawancara dengan Kabid. Peningkatan Kineja dan Pelayanan 
Pengaduan sebagai berikut : 
“ pengaduan pada tahun 2013 sebanyak 15 pengaduan, tahun 2014 17 
pengaduan dan tahun 2016 11 pengaduan, semua pengaduan yang masuk 
telah terselesaikan. Apabila permasalahan tidak dapat terselesaikan di kantor 
BPPTSPM, kita akan terjun langsung dengan memangil pemerintah setempat, 
satpol PP, dan LSM” (wawancara tanggal 8 Maret 2016) 
 
Hal ini juga didukung oleh pernyataan Kabid Perizinan dan Non Perizinan 
sebagai berikut : 
“ pengaduan yang masuk selesai semua. Kita akan terjun langsung ke lokasi 
apabila permasalahan tidak dapat terselesaikan disini. Kita akan bekerja sama 
dengan camat setempat, Kepala desa, LSM dan Satpol PP, tapi kita tetap 
mengutamakan jalan damai”. (wawancara tanggal 7 Maret 2016) 
 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kasubid Regulasi dan Pelayanan 
Pengaduan sebagai berikut : 
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“ setiap pengaduan yang masuk selesai semua, kita akan langsung ke lokasi 
apabila pengaduanya tidak selesai disini”. (wawancara tanggal 8 Maret 2016) 
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah pustaka, dapat 
disimpulkan bahwa Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal telah 
menyediakan layanan pengaduan bagi masyarakat yang bermasalah dalam hal 
perizinan maupun non perizinan, baik bersifat saran, komentar dan masukan. 
Selain sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tuntutan dan kebutuhan 
pelanggan dalam hal ini masyarakat, dengan adanya pelayanan pengaduan ini 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dapat 
menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam dunia investasi, sehingga akan 
meningkatkan pelayanan yang ada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 














KESIMPULAN DAN SARAN 
VI.1 Kesimpulan 
Berikut ini akan diuraikan kesimpulan mengenai kualitas pelayanan pada 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal 
(BPPTSPM) Luwu Utara sebagai berikut : 
a. Customer Identification 
Suatu organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ditentukan oleh 
kepuasan pelanggan yang dilayaninya.  Oleh karena itu, organisasi diharapkan 
mampu mengidentifikasi semua kepentingan menyangkut pihak-pihak, 
mengkategorikan customer dan mempelajari pendekatan inovasi pelayanan yang 
berorientasi pelanggan dimulai dari unit perintis. Identifikasi pelanggan dalam hal 
ini yaitu Internal customer dan eksternal customer. Indikator ini mencakup 
kemampuan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman 
Modal (BPPTSPM) Luwu Utara untuk mengidentifikasi pelanggan baik pelanggan 
internal dalam hal ini semua pegawai yang ada dalam struktur organisasi 
maupun pelanggan eksternal dalam hal ini masyarakat yang dilayani. Kepala 
BPPTSPM melakukan identifikasi langsung semua pegawai, mengenai perilaku 
kemampuan dan pendidikan pegawai. Oleh karena itu, BPPTSPM telah 
memberikan pendidikan dan pelatihan serta mengadakan study banding yang 
dianggap penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai guna 
memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun seiring 
perkembangan yang semakin pesat, pendidikan dan pelatihan yang telah 
diberikan dianggap masih kurang untuk meningkatkan kinerja pegawai sehingga 
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dibutuhkan pelatihan yang berkala kepada pegawai khususnya di bidang 
teknologi.  
Selain pelanggan internal, BPPTSPM juga telah melakukan identifikasi 
terhadap eksternal pelanggan yaitu dengan melakukan kunjungan langsung ke 
lapangan untuk melakukan identifikasi masyarakat yang telah mengurus izin dan 
yang tidak mengurus izin serta surat izin yang telah jatuh tempo. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa BPPTSPM telah melakukan identifikasi pelanggan, namun 
hal ini perlu perhatian yang lebih untuk lebih dimaksimalkan pelayanan seperti 
peningkatan program pelatihan dan pemantauan fisik langsung ke lapangan 
untuk melakukan identifikasi masyarakat secara menyeluruh.  
b. Customer – Need Survey 
Mengetahui kebutuhan pelanggan adalah hal yang sangat penting dalam 
merancang desain system pelayanan yang berorientasi pelanggan. Indikator 
pada point ini adalah mengadakan survey mengenai kepuasan pelanggan untuk 
mengetahui tuntutan pelanggan. Dalam hal ini BPPTSPM telah mengadakan 
survey rutin tiap semester mengenai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan 
yang telah diberikan. Survey dilaksanakan dengan cara membagikan kuisioner 
kepada pelanggan atau masyarakat yang datang ke BPPTSPM untuk diisi sesuai 
dengan pelayanan yang diberikan oleh BPPTSPM. Berdasarkan survey yang 
telah dilakukan, masyarakat menilai kinerja BPPTSPM baik dengan angka rata – 
rata 77,54.  
c. Service System Design 
Service System Design mencakup 4 indikator yakni hardware, SOP, E-
service dan system insentif karian.  Untuk memberikan pelayanan yang maksimal 
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kepada pelanggan 4 indikator tersebut akan sangat mempengaruhi kinerja 
pegawai dalam suatu organisasi khususnya organisasi publik.  
1. Hardware  
Indikator ini mencakup sarana dan prasarana yang menunjang kinerja 
dan pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal. Sarana dan prasarana yang ada pada BPPTSPM masih 
kurang memadai, hal ini dibuktikan dengan gedung kantor yang masih 
bersifat sementara sehingga mengharuskan pegawai untuk memodifikasi 
sedemian rupa agar dapat menciptakan ruanga kantor yang nyaman dan 
kondusif dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu 
masih kurangnya sarana penunjang kinerja lainnya seperti unit computer, 
printer, penyejuk ruangan seperti ac dan kipas angin, meja dan kursi, dan 
tidak tersedianya wifi yang sangat mempengaruhi kinerja pegawai dalam 
menjalankan tugasnya. Selain itu kurang kondusifnya area parkir dan toilet 
yang ada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal.  
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Indikator ini mencakup pertanggungjawaban seluruh pegawai yang ada 
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman 
Modal untuk menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Dalam 
pemberian pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu dan Penanaman Modal, pegawai harus menjalankan tugas sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu 
Utara Nomor 188.4.45/2/2013 Tentang Standar Pelayanan Perizinan 
Usaha Dan Non Perizinan Usaha Dan Penanaman Modal Pada Badan 
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Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal 
Kabupaten Luwu Utara. Pegawai yang ada pada BPPTSPM telah 
menjalankan SOP dengan baik. Hal ini ditandai dengan kesadaran pegawai 
dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. 
Meskipun masih ada masyarakat yang mengeluhkan mengenai waktu 
penyelesain izin yang tidak sesuai dengan aturan yang ada namun hal ini 
tidak berlangsung setiap saat dan pelayanan juga dilakukan sudah 
berdasarkan SOP.  
3. E- Service.  
 Indikator ini mencakup pelayanan yang berbasis elektronik. 
Pemanfaatan teknologi seperti computer, telepon. Internet dalam 
memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelangga atau masyarakat.  
Pelayanan E-service BPPTSPM masih kurang maksimal, hal ini dibuktikan 
dengan pemanfaatan teknologi dalam pemberian pelayanan pada 
BPPTSPM masih berkisar pada penggunaan computer, telepon dan email 
sedangkan kita ketahui bersama bahwa masyarakat membutuhkan 
pelayanan yang cepat dan transparan, oleh karena itu pemanfaatan 
teknologi sangat menunjang dalam hal ini. Hal ini disebabkan masih 
minimnya sarana dan prasarana yang ada pada BPPTSPM misalnya masih 
kurangnya unit computer yang tersedia, jaringan untuk internet yang masih 
minim. Menyikapi hal ini, BPPTSPM sementara dalam proses 
pengembangan aplikasi web BPPTSPM untuk memberikan pelayanan 
perizinan dan non perizinan melalui internet sehingga dapat 




4. Sistem Insentif Kariawan 
Indikator ini berkaitan dengan Penerapan sistem reward dan 
punishment terhadap pegawai yang memiliki kinerja yang baik dan 
sebaliknya. Reward dan punishment merupakan dua bentuk metode dalam 
memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan 
prestasinya. Badan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal (BPPTSPM) Luwu Utara tidak menerapkan system 
reward dan Punishment ditandai dengan pimpinan BPPTSPM hanya 
memberikan motivasi secara langsung kepada pegawai untuk memberikan 
pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dan menegur langsung 
pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. 
d. Service Delivery 
Indikator ini terkait sikap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. . Sikap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh 
BPPTSPM kepada masyarakat.  Sikap pegawai dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat telah sesuai dengan SOP dan maklumat layanan yang 
dikeluarkan oleh Kepala BPPTSSPM. Hal ini ditandai dengan sikap pegawai 
yang sopan, ramah, bertanggung jawab dan professional dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat yang mengurus perizinan. Namun masih terdapat 
pegawai yang kurang teliti dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun demikian 
kelalaian yang dilakukan oleh pegawai tidak berlangsung setiap saat dan telah 





e. Service Recovery  
Indikator ini mencakup penciptaan system feedback dalam organisasi yaitu 
layanan pengaduan. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal (BPPTSPM) Luwu Utara dalam memaksimalkan pelayanan 
kepada masyarakat mengadakan layanan pengaduan. Program ini akan 
memperkuat pemahaman pegawai jika pelayanan yang mereka sediakan 
cocok/sesuai dengan kebutuhan/harapan masyarakat. Pelayanan pengaduan 
pada Badan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal 
telah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan terselesaikannya semua 
pengaduan masyarakat pada BPPTSPM. Namun Kepala BPPTSPM perlu 
memberikan perhatian yang lebih terhadap pengaduan yang dilaporkan oleh 
masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki dan 
memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sehingga permasalahan yang 
ada tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang.  
VI.2  Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang 
diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal 
(BPPTSPM) Luwu Utara, antara lain : 
1. BPPTSPM diharapkan memberikan pelatihan pelayanan kepada pegawai 
untuk meningkatkan keahlian dalam menjalankan tugasnya.  
2. BPPTSPM diharapkan meningkatkan program peninjauan fisik langsung 
ke lapangan untuk melakukan identifikasi masyarakat diseluruh daerah 
Kabupaten Luwu Utara. 
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3. Dalam menjalankan survey IKM, BPPTSPM diharapkan menambah 
indikator fasilitas sarana dan prasarana dalam kuisioner yang dibagikan. 
4. BPPTSPM diharapkan dapat melengkapi dan memperbaharui sarana dan 
prasarana yang ada. 
5. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara diharapkan dapat menyediakan dana 
untuk pembangunan kantor bagi BPPTSPM. 
6. Diharapkan pegawai dapat mempertahankan motivasi kerjanya untuk 
senantiasa menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan SOP yang 
berlaku demi terwujudnya visi dan misi BPPTSPM. 
7. Untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai, Kepala BPPTSPM 
disarankan untuk menerapkan system reward dan punishment.  
8. Diharapkan pembuatan aplikasi web dapat terselesaikan tahun ini dan 

















Ainur Rohman, Ahmad. 2010. Reformasi pelayanan publik . Malang.  Averroes. 
Creswell, John W. 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, 
dan Mixed.Yogyakarta :PustakaPelajar. 
Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : 
Gajah Mada University Press. 
Dwiyanto, Agus. 2011. Manajemen Pelayanan Publik : peduli, inklusif, dan 
kolaboratif . Yogyakarta:Gajahmada University Press. 
 
Dwiyanto, Agus. 2014. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan 
Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 
Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media. 
Ibrahim, Amin. 2008. Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta 
Implementasinya. Bandung :Mandar Maju. 
Istianto, Bambang. 2011. Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif 
Pelayanan Publik. Jakarta :MitraWacana Media. 
 
Nurmandi, Achmad. 2010. Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta :Sinergi 
Visi Utama. 
Pasolong, Harbani . 2013. Metode Penelitian Administrasi . Bandung : 
alfabeta. 
Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar. 
Sinambella, L. Poltak. 2006 . Reformasi birokrasi . Jakarta : Bumi Aksara 
Sinambela, L. Poltak, dkk. 2010. Reformasi Pelayanan Publik Teori, 
Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta :Bumi Aksara 
Sugiono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung :Alfabeta 
Surjadi. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung : PT. 
Refika Aditama.  
 
Peraturan : 
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
106 
 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 
tentang pedoman umum penyelengaraan pelayanan publik. 
 
PP No. 27 Tahun 2009 tentang PelayananTerpadu Satu Pintu 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
dan Penanaman Modal  
   
Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/2/2013 Tentang Standar 
Pelayanan Perizinan Usaha Dan Penanaman Modal Pada Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal 
Kabupaten Luwu Utara 
Skripsi : 
Gumilang, Denden Saputra. 2014. Kualitas Pelayanan Perizinan Usaha Kecil 
Menengah Pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota 
Makassar. 
 
Satimang, Muhammad Tayyib. 2015. Kualitas Pelayanan Paspor Pada Kantor 




Hsiao, Chih-Tung.dkk. 2008. A Study Of Service Quality In Public Sector. 
International Journal of Electronic Business Management, Vol. 6, No. 1, pp. 
29-37. 
 
Chen,  Chi-Kuang dkk. CORE: A Study of Customer-Oriented Service System in 
the Public Sector.pp. 492-502. 
 
Jurnal Ilmu Aministrasi Negara volume xi / nomor 2 / September / 2008 
Haida,  AhmaNur. dkk. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya 
Peningkatan Pelayanan Perizinan. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 
1, No.2, hal. 132-138:  
 
Hidayat, Anto. dkk. 2014. Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 




kemudahan-layanan-perizinan/ (diakses pada tanggal 03 Januari 2016) 
 




























































































ALUR PEMBUATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) 
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